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BAB 4   PENDEKATAN PERBAIKAN DASAR 

4.1 Pendekatan Perbaikan Dasar 

4.1.1 Kemiskinan dan Kelompok Sasaran 

Wilayah Studi merupakan wilayah miskin dibandingkan dengan rata-rata nasional.  Rasio 
populasi miskin rata-rata nasional adalah 16.7%, sedangkan persentase terendah adalah di 
Mojokerto yaitu 17.2% dan tertinggi 19.6% di Kediri pada tahun 2004.  Garis kemiskinan 
resmi di tiap kabupaten adalah berkisar antara Rp.113,000 hingga Rp.141,000 dari 
pengeluaran per kapita per bulan pada wilayah Studi, menurut data statistik (Tabel 20: Indeks 
Kemiskinan pada Bab 3).  Di sisi lain, hasil dari survei tingkat kemiskinan pada tingkat 
masyarakat menunjukkan bahwa petani mengungkapkan perasaan yang berbeda mengenai 
tingkat kemiskinan di masyarakat mereka, bahkan tingkat pengeluaran mereka lebih daripada 
garis kemiskinan resmi, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1.1 yang dirangkum dalam 
dalam Gambar 29 berikut ini:   
 

Gambar 29   Hasil Survei Tingkat Kemiskinan pada Komunitas Petani 

Jangkauan dan persentase indikator yang ditentukan untuk survei tingkat kemiskinan pada tiap 
komunitas ditunjukkan pada Tabel 4.1.1, dan jangkauan batas antara kelas miskin dan sedang 
dirangkum dibawah ini: 

Tabel 57   Batas Tingkat Pendapatan dalam Survei Tingkat Kemiskinan menurut Komunitas 

Batas Pendapatan antara Kelas Miskin dan Sedang Jumlah Komunitas dan Jangkauan Pendapatan 

Rp.125,000 hingga Rp.150,000 per kapita per bulan 2 komunitas yaitu Karya Tani (Mojokerto: itik), Makmur 

Sangat Miskin + Miskin (65%) Sedang + Kaya (35%)

Sangat Miskin + Miskin (53%) Sedang + Kaya (47%)

Sangat Miskin + Miskin (40%) Sedang + Kaya (60%)

Sangat Miskin + Miskin (28%) Sedang + Kaya (72%)

Sangat Miskin + Miskin (42%) Sedang + Kaya (58%)
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Sangat Miskin + Miskin (27%) Sedang + Kaya (73%)

Sangat Miskin + Miskin (40%) Sedang + Kaya (60%)
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Sangat Miskin + Miskin (45%) Sedang + Kaya (55%)
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Batas Pendapatan antara Kelas Miskin dan Sedang Jumlah Komunitas dan Jangkauan Pendapatan 

Jaya (Kediri: Mangga) 

45% hingga 77% anggota masyarakat ada pada tingkat 
pendapatan kurang dari Rp.125,000 hingga Rp.150,000 

Rp.250,000 hingga Rp.300,000 per kapita per bulan 7 komunitas yaitu  
Bebek Jaya (Cirebon: Itik), Bina Karya dan Linggasari 2 
(Kuningan: ubi jalar), Mitra Binangkit dan Delima 2 
(Majalengka: ubi jalar), Tani Mulyo (Mojokerto: itik), 
Budi Daya (Kediri: Mangga) 

27% hingga 83% anggota masyarakat berpendapatan 
kurang dari Rp.250,000 hingga Rp.300,000  

Rp.5000,000 hingga Rp.750,000 per kapita per bulan 4 komunitas yaitu 
Sigranala Indah, Tigan Mekar (Cirebon: itik), Andayarasa 
(Kuningan: ubi jalar), Lestari Sejahtera  (Mojokerto: 
itik) 

35% hingga 72% anggota masyarakat berpendapatan 
lebih dari Rp.500,000 hingga Rp.900,000 

Sumber: Tabel 4.1.1, hasil dari Survei Tingkat Kemiskinan yang dilakukan JICA Study Team bulan September 
sampai Oktober 2006.  

Tabel diatas menunjukkan bahwa rasa dan tingkat kemiskinan pada tiap komunitas berbeda 
satu sama lain.  Pada situasi seperti ini petani merasa bahwa mereka masih hidup dalam 
keadaan yang hampir miskin dan mereka memohon bantuan untuk menggiatkan kembali 
kegiatan untuk meningkatkan pendapatan, bukan bantuan untuk penghidupan dan 
kesejahteraan mereka.   Beberapa petani menunjukkan motivasi mereka yang kuat serta 
kemampuan potensial mereka dalam meningkatkan pengolahan hasil pertanian sebagai sebuah 
usaha, serta kegiatan simpan pinjam, karena ini merupakan persyaratan bagi peningkatan 
pendapatan.  Dalam hal ini, Kelompok Tani sasaran diharapkan untuk 1) memiliki keinginan 
untuk mandiri, 2) memahami pentingnya kemampuan manajemen, dan 3) mempertimbangkan 
beban kaum wanita dan kesetaraan gender.     

4.1.2 Hubungan antara Pengolahan Hasil Pertanian dan Keuangan Mikro Pedesaan 

Agar petani dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mencapai kemandirian melalui 
pengolahan hasil pertanian yang ditunjang oleh keuangan, perlu dipertimbangkan aspek-aspek 
dibawah ini:  

Kemampuan teknis dan pemasaran dalam usaha pengolahan merupakan aspek-aspek penting 
bagi usaha pengolahan pada tingkat petani dan Kelompok Tani. Teknologi yang tepat guna 
serta peralatan yang sesuai telah tersedia pada pusat-pusat penelitian lokal dan universitas.  
Akan tetapi, petani jarang mengetahui informasi tersebut dan tidak pernah mendapatkan 
kesempatan untuk memanfaatkan teknologi yang tersedia.  Oleh karena itu, penting untuk 
mendukung badan-badan tersebut untuk memfasilitasi kegiatan diseminasi dari teknologi yang 
tersedia kepada Kelompok Tani. 

Strategi pemasaran juga penting untuk disusun dan diperbarui oleh masing-masing Kelompok 
Tani bagi perkembangan produk dan kegiatan pemasaran mereka.  Produk-produk yang 
dapat diterima oleh konsumen dapat dikembangkan melalui persiapan strategi pemasaran 
berdasarkan atas informasi yang dikumpulkan dari pasar dan konsumen, baik secara langsung 
maupun melalui pengumpul dan perantara.  Permintaan pasar dan keinginan konsumen akan 
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terus berubah sehingga produk dan metode penjualan harus disesuaikan dan dimodifikasi 
sesuai permintaan pasar. Di masa depan, dukungan bagi pengembangan kemampuan dari 
Kelompok Tani akan membantu mereka mempersiapkan dan melaksanakan strategi 
pemasaran masing-masing.  

Mengenai keuangan mikro, petani membutuhkan layanan simpan pinjam bagi kegiatan usaha 
mereka, demikian halnya dengan anggota masyarakat pedesaan lainnya.   Akan tetapi, 
mereka kurang memiliki akses ke layanan keuangan dengan persyaratan yang ringan dan 
dapat diterima, yang disebabkan oleh kesenjangan antara persediaan dan permintaan. 
Sehingga pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM) di masyarakat diajukan dalam 
mengisi kesenjangan tersebut.   Dalam proses pembentukan LKM, kemampuan manajemen 
keuangan Kelompok Tani harus dipadukan dengan peningkatan aset dan pemupukan modal 
untuk mencapai kemandirian.  

Banyak aspek yang lain yang dibutuhkan dalam mempromosikan pengolahan hasil pertanian 
dan keuangan mikro pedesaan, yang dikategorikan sebagai “faktor pendukung”, termasuk 
penelitian dan layanan penyuluhan, pasokan sarana produksi dan bahan baku, infrastruktur 
fisik pedesaan dan kesetaraan gender. Aspek-aspek tersebut saling berhubungan dan 
diperlukan hubungan yang sesuai guna membantu peningkatan pendapatan petani.  Gambar 
hubungan tersebut ditunjukkan pada Gambar 30 berikut ini:   

 
4.1.3 Transformasi Kelompok Tani menjadi Kelompok Usaha 

Secara umum, tahapan dalam membentuk lembaga keuangan mikro (LKM) adalah petani 
harus bergabung dalam Kelompok Tani atau Kelompok Wanita Tani untuk kemudian 
mengubah bentuk menjadi LKM melalui Embrio LKM (LKM informal tetapi sudah diterima) 
melalui penguatan dan konsolidasi kelompok menjadi kelompok yang lebih besar.  Proses 
transformasi tersebut diilustrasikan dalam Gambar 31: 

Akses ke Layanan 
Keuangan

Manajemen 
Keuangan 

Produksi Primer

Pengolahan Hasil 
Pertanian

Pemasaran
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Penerapan Strategi 
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dan Pemupukan  

Modal pada tingkat 
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Faktor Pendukung Usaha Usaha Meningkatkan Pendapatan

 
Gambar 30   Gambar Skema Hubungan  
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Dalam proses transformasi, kegiatan usaha akan ditingkatkan dan “pola pikir ketergantungan” 
akan berkurang sesuai dengan langkah-langkah pada setiap tahapan.  

Sebenarnya, banyak kelompok yang sudah terbentuk sudah dikelola dibawah layanan petugas 
penyuluh lapangan, dan kelompok-kelompok tersebut akan diseleksi dan diubah bentuk 
melalui proses seleksi berdasarkan kriteria dan kesediaan mereka.  

4.1.4 Interaksi antara Usaha Agribisnis Petani dengan Pengembangan Masyarakat Pedesaan  

Kegiatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang dilakukan petani dan Kelompok Tani 
memanfaatkan bahan baku yang tersedia secara lokal, kemudian produk didistribusikan 
melalui pengumpul dan perantara menuju pasar lokal dan regional.  Kegiatan ini memberi 
sumbangan kepada perekonomian masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi 
masyarakat.  Di samping itu, kegiatan yang berbeda dalam pengembangan berbasis 
masyarakat menggairahkan dan memperluas produksi dan pengolahan hasil pertanian secara 
langsung maupun secara tidak langsung.   Interaksi yang serupa juga diharapkan terjadi 
antara operasional keuangan mikro, anggota masyarakat dengan profesi yang beraneka, dan 
perekonomian masyarakat.  Sehingga rencana perbaikan keuangan yang diajukan disini tidak 
hanya ditujukan kepada usaha agribisnis dan petani, tetapi juga termasuk anggota masyarakat 
lainnya.  Oleh sebab itu, hubungan antara pengembangan masyarakat merupakan hal yang 
penting dalam promosi pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan, seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 32 dibawah ini: 

Pembentukan 
Kelompok

Penguatan 
Kelompok Konsolidasi

Formalisasi
RegulasiIndividu

KT
KPK

KT
KPK

KT
KPK

KT
KPK

KT
KPK

KT
KPK

Embrio
LKM LKM

Graduasi Proses Manajemen 
Mandiri

Manajemen 
Mandiri

PemberdayaanPenghidupan & 
Kesejahteraan

Kegiatan Usaha

Ketergantungan 
pada Bantuan

Inisiatif  Sendiri
Pengumpulan Dana

Peningkatan aset
Pemupukan Modal

Menerima Layanan 
Keuangan

Pinjaman Dana Bergulir
dengan

Kontribusi Kelompok

Hibah
Dana Bergulir

Kelompok
Usaha

 
KT: Kelompok Tani, KPK: Kelompok Petani Kecil , LKM: Lembaga Keuangan Mikro 

 
Gambar 31   Gambar Transformasi Kelompok Tani menjadi LKM/Kelompok Usaha 
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Gambar 32   Interaksi dengan Masyarakat  
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4.2 Langkah Perbaikan 

4.2.1 Pengolahan Hasil Pertanian 

(1) Itik di Kabupaten Cirebon dan Mojokerto 

(a) Analisa Rantai Nilai 

Rantai nilai dari usaha itik di Kab. Cirebon dan Mojokerto ditunjukkan pada Gambar 33.  
Berdasarkan pada rantai nilai ini, langkah perbaikan dijelaskan sebagai berikut:   

KEGIATAN PEMAIN MASALAH

Penelitian/
Penyuluhan

Pasokan Sarana 
Produksi

Pemeliharaan/
Pengolahan

Pengepulan/Jual Beli 
Borongan

Pemasaran

DEPTAN/BPTP/Dinas/
Universitas

*Teknologi baru yang 
dikembangkan perlu 
diperkenalkan melalui 
diseminasi ke daerah 
pedesaan.

Pelatihan bagi penyuluh/petani

Pasokan Sarana 
Produksi

dari Pabrik

Peternak Itik Skala Kecil
(DOD, Telur Fertile, Telur Asin, 

Pullet, Itik Pedaging)

Pengepul Lokal/
Bandar

Konsumsi      Konsumen

*Produksi telur, penetasan 
DOD dan tingkat 
keberhasilan hidup yang 
masih rendah disebabkan 
oleh metode tradisional.  
Teknologi baru perlu 
diperkenalkan.  
*Pengumpulan modal bagi 
perluasan usaha masih 
belum aktif.
*Diperlukan sistem 
pemeliharaan itik yang 
ramah lingkungan.

*Peran pengepul/perantara 
yang juga sebagai ketua 
kelompok tani 
menimbulkan 
ketidakadilan dalam 
pembagian hasil.
*Peran Koperasi yang 
belum kuat

*Konsumen masih enggan 
mengkonsumsi daging itik.

 Produksi/
Pasokan DOD

Produksi/
Pasokan Pullet

Produksi/
Pasokan Telur Fertile

Sistem Segitiga *Skema Segitiga 
berfungsi dengan baik di 
Cirebon tapi belum di 
Mojokerto. 

Pasokan Sarana 
Produksi dari 

Kelompok

Koperasi

Kota/Propinsi 
Lain/Ekspor Pasar Lokal

 

Gambar 33  Alur Rantai Nilai Usaha Itik 
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(b)  Langkah Perbaikan 

Kabupaten Cirebon 

Langkah berikut ini harus dipertimbangkan dalam peningkatan aspek produksi dan 
pengolahan.  

1) Sistem segitiga akan diperkuat dan diterapkan di daerah lain hingga mencakup seluruh 
wilayah kabupaten.  

2) Bantuan teknis akan diberikan oleh BPTP Bogor, IPB dan lembaga lain melalui seminar 
dan pelatihan kepada petani secara berkala guna meningkatkan pengetahuan tradisional 
mereka akan metode produksi, seperti teknologi inkubasi, meminimalisasi angka 
kematian DOD, meningkatkan produksi telur, memperkenalkan itik varitas baru, 
pemanfaatan kotoran itik dan sebagainya.  Di samping itu harus ditekankan pula 
kepada petani mengenai masalah lingkungan untuk selalu menjaga kandang itik dan 
sekitarnya tetap terjaga bersih.  

3) Alat penetas baru (jenis semi otomatis dengan menggunakan pemanas listrik dan alat 
pengatur kelembaban) akan diperkenalkan guna meningkatkan rasio inkubasi DOD dan 
lingkungan kerja petani.  

4) Berbagai dukungan akan diberikan kepada Kelompok Tani dalam hal manajemen usaha, 
akuntansi, bagi hasil dan pengawasan untuk pengembangan lebih lanjut dan stabilitas 
usaha. 

5) Permodalan bagi pengembangan usaha akan diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, 
bukan dalam bentuk hibah.  Pinjaman harus dikembalikan oleh Kelompok Tani sasaran 
karena pinjaman pokok yang dikembalikan akan digulirkan dalam bentuk pinjaman 
kepada Kelompok Tani berikutnya.  

6) Kesempatan untuk mengembangkan usaha baru seperti pasar daging itik jantan muda, 
pemanfaatan bulu itik dan sebagainya harus dikembangkan oleh petani bersama dengan 
petugas dari Dinas Peternakan.  

Kabupaten Mojokerto 

1) Sistem Segitiga: pembentukan pusat pemasok yang tepat bagi komoditas utama seperti 
telur fertile, DOD dan pullet akan terus digiatkan.  

2) Bantuan teknis/penyuluhan akan diberikan oleh BPTP Malang, Universitas Brawijaya 
dan lembaga lain melalui seminar dan pelatihan bagi petani secara berkala seperti 
halnya di Cirebon. 

3) Alat penetas baru (jenis semi otomatis dengan menggunakan pemanas listrik dan alat 
pengatur kelembaban) akan diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi.  

4) Berbagai dukungan akan diberikan kepada Kelompok Tani dalam bidang manajemen 
usaha, akuntansi, bagi hasil dan pengawasan untuk pengembangan lebih lanjut dan 
stabilitas usaha. 
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5) Permodalan bagi pengembangan usaha akan diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, 
bukan dalam bentuk hibah.  Pinjaman harus dikembalikan oleh Kelompok Tani sasaran 
karena pinjaman pokok yang dikembalikan akan digulirkan dalam bentuk pinjaman 
kepada Kelompok Tani berikutnya.  

(2) Ubi Jalar di Kabupaten Kuningan dan Majalengka 

(a)   Analisa Rantai Nilai 

Rantai nilai dari usaha ubi jalar di Kab. Kuningan dan Majalengka ditunjukkan pada Gambar 
34.  Berdasarkan pada ilustrasi ini, langkah perbaikan dijelaskan sebagai berikut: 

KEGIATAN PEMAIN MASALAH

Penelitian/
Penyuluhan

Pasokan Sarana 
Produksi

Penanaman

Pengepulan/Jual 
Beli Borongan

Pemasaran

DEPTAN/BPTP/Dinas/
Universitas

*Cara baru dalam 
pengolahan ubi jalar 
menjadi makanan olahan 
atau bahan baku industri 
harus dikembangkan oleh 
lembaga. 
* Petani menggunakan 
bibit ubi lokal yang mudah 
terkena penyakit.
* Pemasok menjual 
dengan cara kredit yang 
mengikat petani.

Pelatihan bagi 
Penyuluh/Petani

Pasokan Sarana Produksi
dari Pabrik

Petani Ubi Jalar

Pengepul Lokal/
Bandar

Pengolahan Penggilingan Tepung 
Ubi Jalar

Pengolahan Produk 
Primer oleh Petani/KT 

(irisan kering)

    Pasar Grosir
Pasar Eceran

Produk tradisional 
skala kecil industri 

rumah tangga 
(keremes/keripik)

Pabrik Pengolahan Makanan, Toko Roti, 
Pembuat Mie

Pasar Desa
(Produksi Lokal/
Konsumsi Lokal)

Konsumsi       Konsumen

*Kegiatan kelompok tidak 
aktif menyebabkan 
lemahnya kekuatan tawar 
petani.

*Pengepul/Perantara 
memonopoli pasar. Tidak 
ada pasar terbuka yang 
tersedia bagi petani.

*Permintaan akan 
komoditas tradisional akan 
menurun tetapi belum ada 
alternatif produk baru
*Pengolahan produk primer 
merupakan konsep baru 
dan memerlukan usaha 
keras dari petani. Peran 
BDS dalam hal ini sangat 
penting. 

*Penerapan pengolahan ubi 
jalar belum sepenuhnya 
dikembangkan

*Pasar grosir bagi ubi jalar 
segar merupakan pasar 
oligopoli tertutup

Segar Olahan
*Petani sangat kesulitan 
dalam 
memahami/memenuhi 
kebutuhan konsumen

Catatan: Tanda Panah                  menunjukkan alur ubi jalar segar
 

Gambar 34   Alur Rantai Nilai Usaha Ubi Jalar 
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(b) Langkah Perbaikan 

Kabupaten Kuningan 

Langkah berikut ini harus dipertimbangkan dalam peningkatan aspek produksi dan 
pengolahan.  

1) Benih ubi jalar yang bebas penyakit harus diperbanyak dan disebarkan kepada petani.  

2) Sistem distribusi benih berkualitas perlu dibentuk oleh Pemerintah.  

3) Jenis makanan baru yang dihasilkan oleh ubi jalar untuk menggantikan makanan 
tradisional seperti keremes perlu dikembangkan oleh lembaga penelitian dan lembaga 
penyuluhan bagi kegiatan KT sebagai sumber peningkatan pendapatan.  

4) KT yang memiliki produk unik seperti saus sambal atau es krim ubi jalar, dan 
sebagainya memerlukan kemampuan pemasaran.  Sistem uji coba baru untuk 
memisahkan peran KT sebagai produsen dan pihak ketiga sebagai agen penjualan juga 
perlu dipelajari. 

5) Pengembangan konsep baru yaitu nilai tambah melalui pengolahan produk primer harus 
dilaksanakan.  Perusahaan tepung ubi jalar lokal dan KT harus bekerja sama dalam 
sebuah MOU untuk memasok irisan ubi jalar kering sebagai bahan baku pembuatan 
tepung.  Penggunaan alat pengering tenaga surya untuk pengeringan ubi jalar dengan 
kondisi bersih juga harus diterapkan.  Dalam hal ini dibutuhkan bantuan teknis dari 
BPTP Bogor atau IPB.  

6) Berbagai dukungan akan diberikan kepada Kelompok Tani dalam hal manajemen usaha, 
akuntansi, bagi hasil dan pengawasan untuk pengembangan lebih lanjut dan stabilitas 
usaha. 

7) Permodalan bagi pengembangan usaha akan diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, 
bukan dalam bentuk hibah.  Pinjaman harus dikembalikan oleh Kelompok Tani sasaran 
karena pinjaman pokok yang dikembalikan akan digulirkan dalam bentuk pinjaman 
kepada Kelompok Tani berikutnya.  

Kabupaten Majalengka 

1) Benih ubi jalar yang bebas penyakit harus diperbanyak dan disebarkan kepada petani, 
seperti di Kuningan.  

2) Jenis makanan baru yang dihasilkan oleh ubi jalar untuk menggantikan makanan 
tradisional seperti keremes perlu dikembangkan, seperti di Kuningan. 

3) Berbagai dukungan akan diberikan kepada Kelompok Tani dalam hal manajemen usaha, 
akuntansi, bagi hasil dan pengawasan untuk pengembangan lebih lanjut dan stabilitas 
usaha. 

4) Permodalan bagi pengembangan usaha akan diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, 
bukan dalam bentuk hibah.  Pinjaman harus dikembalikan oleh Kelompok Tani sasaran 
karena pinjaman pokok yang dikembalikan akan digulirkan dalam bentuk pinjaman 
kepada Kelompok Tani berikutnya.  
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(3) Mangga di Kabupaten Kediri 

(a)  Analisa Rantai Nilai 

Rantai nilai dari usaha mangga di Kab. Kediri ditunjukkan pada Gambar 35.  Berdasarkan 
pada ilustrasi ini, langkah perbaikan bagi pengolahan mangga dijelaskan sebagai berikut: 

KEGIATAN PEMAIN MASALAH

Penelitian/
Penyuluhan

Pasokan Sarana 
Produksi

Penanaman

Pengepulan/Jual 
Beli Borongan

Pemasaran

DEPTAN/BPTP/Dinas/
Universitas

*Teknologi baru yang 
dikembangkan perlu 
diperkenalkan melalui 
diseminasi ke daerah 
pedesaan.

Pelatihan bagi 
Penyuluh/Petani

Pasokan Sarana Produksi dari 
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Bandar
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Pasar Grosir
Pasar Eceran

Industri skala 
rumah tangga

(produk 
tradisional, 

dodol/keripik)

Pabrik 
Pengolahan 
Buah (Jus, 

Jelly, 
Mangga 
Kering)

Pasar Desa
(Produksi Lokal/
Konsumsi Lokal)

Konsumsi      Konsumen

*Kegiatan koperasi lemah.  
Pemasok menjual dengan 
cara kredit untuk mengikat 
petani.

*Kegiatan kelompok tidak 
aktif dalam produksi, 
panen dan pemasaran 
yang menyebabkan 
lemahnya kekuatan tawar 
petani.

*Petani sangat bergantung 
pada sistem ijon yang 
dilakukan pengepul dalam 
panen/pemasaran

*Metode sederhana dengan 
menggunakan peralatan 
modern untuk pengolahan 
mangga sudah tersedia di 
pasar tapi masih sulit 
dijangkau daerah 
pedesaan. 

*Petani dapat mengolah 
jus/jelly tapi masih sulit 
mengembangkan pasar
*Dibutuhkan pendekatan 
baru dalam pemasaran 
produk petani ke daerah 
perkotaan. 

*Pasokan mangga yang 
berlebihan selama musim 
panen raya menyebabkan 
harga mangga turun drastis

Segar Olahan

Pengolahan 
Buah oleh 
Kelompok 
Tani (Jus, 

Jelly, Mangga 
Kering)

Catatan: Tanda Panah                      menunjukkan alur mangga segar

 
Gambar 35   Alur Rantai Nilai Usaha Mangga 

(c) Langkah Perbaikan 

Langkah perbaikan bagi produksi dan pengolahan mangga dijelaskan sebagai berikut: 

1) Teknologi baru bagi pengolahan mangga harus diuji coba terlebih dahulu di KT yang 
terseleksi dengan bantuan pendampingan.  
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2) KT yang akan dibantu dalam uji coba pengolahan tersebut harus memenuhi kriteria 
seperti memiliki organisasi yang kuat, kegiatan rutin, pengelolaan simpan pinjam dan 
khususnya kemampuan untuk pengolahan, pemasaran dan usaha.  

3) Produksi mangga kering oleh KT harus diatur dalam kerjasama dengan proyek REI.  
KT yang terseleksi harus mendapatkan bantuan teknis dari REI serta lembaga seperti 
BPTP Malang dan Universitas Brawijaya.  Pembagian jangkauan pasar (market 
compartmentalization) antara dan REI dapat diatur, misalnya, KT mengirim sebagian 
produk mereka ke REI untuk dipasarkan ke kota-kota besar dan pasar ekspor.  
Sedangkan KT sendiri yang akan menjual langsung produk mereka di pasar lokal di 
kecamatan dan kabupaten.  

4) Proyek pengolahan jus mangga, puree dan jelly harus dimulai dari KT yang terseleksi 
sebagai uji coba.  Teknologi dasar yang akan digunakan adalah teknologi sederhana 
dan mirip dengan yang selama ini digunakan oleh KT Lohjinawi di Kediri untuk 
pengolahan buah nenas.  Bantuan teknis akan diberikan oleh Universitas Brawijaya.  

5) Karena sifatnya uji coba, hanya sebagian dari permodalan (diajukan sebesar 20% dari 
total anggaran) akan diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, sedangkan sisanya dalam 
bentuk hibah.  Pinjaman lunak tersebut harus dikembalikan oleh Kelompok Tani yang 
terseleksi karena pinjaman pokok akan digulirkan kembali dalam bentuk pinjaman lunak 
ke Kelompok Tani berikutnya.  

6) Setelah kedua pilot project tersebut diverifikasi dapat dilaksanakan (feasible) dan dapat 
dipertahankan (sustainable), proyek akan diperluas ke KT lain, yang telah memenuhi 
persyaratan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas sebagai Kelompok Tani yang mampu di 
bidang pemasaran.  Dengan keterlibatan banyak KT akan meningkatkan porsi pasar di 
daerah pedesaan dan perkotaan.  

7) Pendekatan baru dalam pemasaran produk pedesaan yang diproduksi oleh KT juga akan 
dipelajari.  Beberapa kasus dapat direncanakan sebagai berikut:  

a. Membentuk usaha patungan (joint venture) atau perusahaan kemitraan antara KT 
dan sektor swasta (pihak ketiga).  KT bertanggung jawab akan produksi mangga 
segar dan produk olahan, sedangkan pihak ketiga bertanggung jawab atas 
pemasaran.  Pembagian permodalan investasi dan keuntungan harus ditentukan 
sebelumnya.  

b. KT menunjuk agen penjualan dan menentukan wilayah jangkauan pasar.  Agen 
bertanggung jawab untuk melakukan penjualan minimum per periode.  

c. KT menunjuk tim pemasaran yang akan diberi sepeda motor untuk melakukan 
mobilitas.  Tim tersebut harus diseleksi dari anggota yang memiliki talenta dan 
keterampilan pemasaran.   

8) Berbagai dukungan akan diberikan kepada KT dalam bidang manajemen usaha, 
akunting, bagi hasil dan pengawasan.  



4-12 

4.2.2 Pemasaran 

(1) Analisa Masalah 

Masalah pemasaran telah dibahas di Bab 3 dan dianalisa sebagai berikut:    

1) Seleksi masalah dilakukan di 5 kabupaten dan 3 komoditas.  

2) Identifikasi pokok masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah lain. 

Pokok masalah dalam hal ini diidentifikasi sebagai “Kurangnya Orientasi Usaha” 
berdasarkan pada analisa masalah seperti yang dijelaskan dalam Gambar 36 berikut ini:  

Kekurangan Dana 
untuk Operasional 

Kesulitan 
Mendapatkan Dana Penentuan Harga 

oleh Perantara

Hubungan yang 
terikat dengan uang 
dengan perantara

Kegiatan Pemasaran 
yang Tidak Aktif

Kurangnya 
Pengetahuan/ 

Pengalaman di bidang 
Pemasaran 

Kesulitan Mengakses 
Informasi Pasar

Harga Penjualan 
yang fluktuatif

Tingginya Harga 
Sarana Produksi 
(Pakan / Pupuk)

Rendahnya Harga 
Penjualan & 
Keuntungan 

Pengetahuan 
/Keterampilan yang 

terbatas dalam 
Teknologi Pengolahan

Kemampuan 
Pengolahan yang 

Rendah  & Tidak Stabil 

Kurangnya Peralatan 
Pengolahan & 

Teknologi

Kurangnya
Orientasi 

Usaha

Pengolahan

Perantara

Pemasaran

Dana

Harga

 
Gambar 36   Analisa Masalah Pemasaran  

(2) Langkah Perbaikan 

Untuk memperbaiki situasi yang dikemukakan sebagai pokok permasalahan diatas, langkah 
berikut ini diajukan dengan asumsi bahwa petani sasaran memiliki keinginan yang kuat dan 
mengambil inisiatif untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui agro processing dan 
kegiatan pemasaran. 

1) Sistem Pendukung 

Untuk kondisi sekarang seperti yang dijelaskan pada Bab 3, kebanyakan petani masih belum 
aktif dalam bidang pemasaran dan mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 
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kurang dalam bidang tersebut.  Oleh sebab itu, sistem pendukung perlu disusun dan pilihan 
yang memungkinkan adalah sebagai berikut: 

(i) Kemitraaan dengan 
unit usaha lain: Kemitraan 
merupakan bentuk usaha 
patungan atau perjanjian 
dengan pihak ketiga atau 
perusahaan swasta yang 
memiliki orientasi usaha 
(business minded).   
Dalam struktur tersebut, 
Kelompok Tani 
bertanggung jawab terhadap 
produksi dan pengolahan 
komoditas serta sebagai 
rekanan dalam membantu di 
bidang manajemen dan 
pemasaran.  Kegiatan 
operasional bersama dengan 
rekanan memungkinkan 
petani untuk berkonsentrasi 
dalam produksi dan 
pengolahan, kemudian 
petani diharapkan untuk 
menyerap pengetahuan dan 
keterampilan dalam 
pemasaran, menuju ke arah 
pengembangan orientasi 
usaha. 
(ii) Fasilitator: Penyedia 
jasa BDS akan 
mendampingi Kelompok 

Tani selama periode yang ditentukan dari tahap awal implementasi model usaha untuk 
memfasilitasi kegiatan pemasaran.  

2) Kegiatan Pemasaran 

Kegiatan pemasaran dari komoditas contoh pada dasarnya sama di seluruh wilayah Studi, dan 
perantara berperan aktif dalam melaksanakan berbagai jenis kegiatan operasional yang dapat 
diterapkan kepada Kelompok Tani.  

Kegiatan pemasaran yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Tani dijelaskan dalam Tabel 
4.2.1, yang dikategorikan menurut kegiatan, contoh nyata kegiatan, dan jenis unit usaha yang 
dapat diterapkan untuk setiap kegiatan.   

Value-
added

Product

BDS Provider Finance Scheme

Identify Target Product/ Areas/ Customers and establish Marketing Strategy

Overall Business Management

   * KT's own shop at pasar, etc.
   * Test-marketing at supermarkets
   * Training program
   * Group meetings for marketing
       strategy
 
 
 

   * Search for buyers through
      various channels
   * Sales campaign (produce
      exhibition, bargain sale,etc.)
   * Internet website
   * Advertisement through
      leaflet/catalog/radio,etc.
   * Sales incentive system

  * Survey of market demand
  * Antenna shop
  * Production areas survey for
     ideas of product development
  * Display at local events

 

　
　

Find Customers' Requirement

Create and Develop Customers

Business Unit

Financial
Control

Processing
Management

Quality
Control

Pricing
Strategy

Sales Point

Processing
Tschnology

Product
Development

Figure 39   Marketing Activities ImageFigure37   Marketing Activities Image 
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Kegiatan-kegiatan tersebut diilustrasikan dalam Gambar 39 yang menjelaskan konsep utama 
dari kegiatan pemasaran.  Pada tahap awal dilakukan identifikasi terhadap sasaran produk, 
wilayah dan pembeli.  Kemudian menyusun strategi pemasaran dan menyesuaikannya 
dengan kemajuan kegiatan pemasaran selanjutnya. 

Kegiatan pemasaran dapat disederhanakan dalam 3 kategori yaitu: i) mencari kebutuhan 
pembeli, ii) mengembangkan dan meningkatkan produk untuk memuaskan kebutuhan pembeli, 
dan iii) mencari dan mengembangkan hubungan dengan pembeli (sales promotion).  Melalui 
kegiatan pada kategori iii), kebutuhan pembeli nantinya akan digali lebih lanjut yang akan 
diterapkan dalam kegiatan perbaikan dan pengembangan produk.  Siklus operasional seperti 
ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan perlu diingat bahwa seluruh faktor dalam 
pemasaran adalah dapat berubah (variable) dan tidak konstan.  

(3) Kabupaten Cirebon dan Mojokerto (Itik) 

Karakteristik Pasar 

Karakteristik pasar untuk produk itik di Cirebon dan Mojokerto dianalisa sebagai berikut: 

Tabel 58   Karakteristik Pasar di Kabupaten Cirebon dan Mojokerto 

 Cirebon Mojokerto 

Populasi Itik 274,485 ekor (2004)  206,949 ekor (2005)  

Perjanjian kemitraan di 
antara Kelompok Tani  

Perjanjian kemitraan di antara KT 
membantu membentuk dasar bagi 
perluasan usaha dan memberikan 
kontribusi bagi revitalisasi usaha itik 

Belum ada perjanjian kemitraan di antara 
KT pada saat ini.  KT yang aktif masih 
terbatas.  

Dominasi Perantara  Tidak ada kelompok perantara yang mendominasi pasar 

Potensi Pasar Pasar diharapkan berpotensi tinggi, khususnya telur   

Kegiatan pengepul desa 
dan latar belakang 

Pengepul desa untuk usaha itik sangat 
terbatas.  

Banyak pengepul mencoba untuk 
memulai usaha baru dengan petani 
seperti:  

- Jual beli berbasis komitmen untuk 
DOD/ pullet, pullet/telur segar, dsb. 

- Memanfaatkan sisa makanan sebagai 
pakan itik untuk dijual dengan harga 
murah. 

Latar Belakang  Hanya ada sedikit ruang untuk bergerak diantara petani dan bandar, ini disebabkan 
oleh karakteristik produk itik yang tidak seperti komoditas buah-buahan atau sayur 
mayur (tidak ada puncak musim yang menggunakan banyak tenaga kerja pada masa 
panen) 

 Usaha baru tidak dilakukan oleh 
pengepul tetapi oleh KT apabila 
diperlukan karena ada beberapa KT itik 
yang berperan kuat dan aktif seperti 
yang digambarkan dalam “sistem 
segitiga”. 

Usaha baru diatas dilakukan oleh 
pengepul.  KT sebenarnya bisa 
mengelola usaha baru tersebut tetapi 
mereka enggan melakukannya karena 
kebanyakan KT tidak aktif.  
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Langkah Perbaikan (jenis unit usaha) 

Dengan mempertimbangkan situasi diatas, jenis unit usaha dibawah ini diajukan bagi Cirebon 
dan Mojokerto:  

Tabel 59   Langkah Perbaikan bagi Kabupaten Cirebon dan Mojokerto 

Cirebon Mojokerto 
Memperkuat kemitraan KT yang sudah ada bagi perluasan 
usaha.   
Replikasi sistem kemitraan dengan KT lain.  

Membentuk sistem kemitraan di antara Kelompok 
Tani di Mojokerto.   

Faktor-faktor umum juga diterapkan: 1) Bantuan teknis dan keuangan bagi KT, 2) Dukungan bagi Kelompok Tani 
melalui BDS untuk memfasilitasi di bidang teknologi dan manajemen, dan 3) Melakukan kegiatan pemasaran 
seperti dijelaskan pada Gambar 37. 

(4) Kabupaten Kuningan dan Majalengka (Ubi Jalar)  

Karakteristik Pasar 

Karakteristik pasar dari ubi jalar di Kuningan dan Majalengka dianalisa dalam Tabel 62: 

Tabel 60   Karakteristik Pasar Kabupaten Kuningan dan Majalengka 

 Kuningan Majalengka 

Produksi Tahunan 90,000 – 93,000 ton (2004-2005). 13,000 – 20,000 ton pada tahun-tahun 
terakhir  

Dominasi Pasar 
Perantara 

Tidak ada kelompok perantara yang 
mendominasi pasar. Ditemukan kompetisi 
yang lebih adil dan terbuka di antara 
perantara dibandingkan di Majalengka.   

Satu kelompok perantara mendominasi lebih 
dari 60% pasar ubi jalar di Majalengka.  Ini 
mengakibatkan kerugian bagi petani di 
wilayah yang didominasi tersebut.  

Industri 
Pengolahan 

Terdapat dua pabrik pengolahan ubi jalar 
di Kuningan. 

Tidak ada industri pengolahan ubi jalar di 
Majalengka, hanya satu industri rumah 
tangga.  

Potensi Pasar Potensi pasar diharapkan akan 
berkembang dengan baik di masa depan 
berdasarkan karakteristik diatas.  

Potensi pasar bagi ubi jalar (mentah dan 
olahan) di Majalengka masih terbatas pada 
saat ini. 

Langkah Perbaikan (jenis unit usaha) 

Dengan mempertimbangkan situasi diatas, jenis unit usaha dibawah ini diajukan bagi 
Kuningan dan Majalengka:  

Tabel 61   Langkah Perbaikan bagi Kabupaten Kuningan dan Majalengka 
Kuningan Majalengka 

Membentuk kemitraan antara KT dan pengolah 
lokal (perusahaan swasta untuk pengolahan dan 
pemasaran) 
KT memasok produk pra-olahan atau 
setengah-olahan kepada pengolah sesuai dengan 
ketentuan pengolah, dengan memanfaatkan ubi jalar 
kualitas rendah. 

Membentuk jenis usaha “Produksi (pengolahan) 
Lokal dan Pemasaran Lokal” di dalam KT, dengan 
mengembangkan produk yang menarik dan 
kemampuan pemasaran yang kuat untuk menarik 
pembeli.    
Tergantung kepada kemajuan dari kegiatan usaha, 
perluasan usaha di masa depan untuk produk lain 
dan ke wilayah yang lebih luas akan dikembangkan.

Faktor-faktor umum juga diterapkan: 1) Bantuan teknis dan keuangan bagi KT, 2) Dukungan bagi Kelompok Tani 
melalui BDS untuk memfasilitasi di bidang teknologi dan manajemen, dan 3) Melakukan kegiatan pemasaran 
seperti dijelaskan pada Gambar 37. 
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(5) Kabupaten Kediri 

Karakteristik Pasar  

Karakteristik pasar mangga di Kediri dikarakterisasikan dan dianalisa sebagai berikut:  

Tabel 62   Karakteristik Pasar di Kabupaten Kediri 

 Kediri 
Industri Pengolahan Tidak ada industri pengolahan mangga di Kediri, hanya satu pada tingkat industri 

rumah tangga.  
Pola Transaksi  75% dari transaksi mangga dilakukan sebelum panen, yang disebabkan oleh posisi 

petani yang sulit pada masa panen (harga anjlok, kurangnya keberadaan 
pengumpul karena harga pasar yang rendah, kerugian yang substansial bagi petani 
yang menangani sendiri pemasaran mereka)  

Dominasi Perantara Tidak ditemukan kelompok perantara yang mendominasi pasar 
Kemitraan antara KT & 
perusahaan swasta 

Ditemukan beberapa kemitraan antara KT (Kediri) dan perusahaan swasta (di luar 
kabupaten) untuk memasok bahan baku, pelatihan dan pengolahan.        

Potensi Pasar Ketersediaan pasar bagi mangga olahan masih terbatas saat ini, walaupun berbagai 
jenis produk baru memiliki potensi pasar.  Untuk ukuran pasar yang diharapkan 
bagi mangga olahan, penelitian pasar perlu dilakukan bagi permintaan lokal dan 
ekspor.  

Langkah Perbaikan (jenis unit usaha) 

Dengan mempertimbangkan situasi diatas, jenis unit usaha dibawah ini diajukan bagi Kediri:  

Tabel 63   Langkah Perbaikan bagi Kabupaten Kediri 

Kediri (Opsi 1) Kediri (Opsi 2) 
Membentuk kemitraan antara KT dan sektor swasta, 
seperti yang dijelaskan diatas.  KT bertanggung 
jawab atas produksi dan pengolahan sedangkan sektor 
swasta terhadap manajemen dan pemasaran.  

Membentuk sistem usaha “Produksi (Pengolahan) 
Lokal dan Pemasaran Lokal” di dalam KT, untuk 
mengembangkan produk yang menarik dan 
kemampuan pemasaran yang kuat.  
Memperluas usaha untuk produk lain dan di wilayah 
yang lebih luas, tergantung pada kemajuan dari 
kegiatan usaha.  

Faktor-faktor umum juga diterapkan: 1) Bantuan teknis dan keuangan bagi KT, .2) Dukungan bagi Kelompok Tani 
melalui BDS untuk memfasilitasi di bidang teknologi dan manajemen, dan 3) Melakukan kegiatan pemasaran 
seperti dijelaskan pada Gambar 37. 

4.2.3 Keuangan Mikro 

 (1) Kesenjangan antara Permintaan dan Persediaan 

Pandangan yang lebih luas dari bank umum komersial dalam membiayai keadaan petani 
adalah sebagai berikut:  

Saat ini bank komersial memiliki dana tunai yang berlimpah yang diperoleh dari deposito.   
Bank-bank tersebut telah memperkuat usaha mereka dalam memperluas pemberian kredit 
kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), secara langsung dan tidak langsung 
dengan memberikan pinjaman kembali (re-lending) kepada lembaga-lembaga keuangan mikro 
yang berbadan hukum seperti BPR dan koperasi.  Disamping itu, mekanisme untuk 
meningkatkan pinjaman dari bank komersial dan BPR kepada UMKM juga telah diterapkan. 
Bank Indonesia memperkenalkan sistem perbankan Syariah, mulai memberikan pelatihan bagi 
account officer untuk menangani pinjaman UMKM dan menerapkan sistem Konsultan 
Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang terdiri dari Penyedia Layanan Pengembangan Usaha 
(Business Development Service Providers: BDSP) dan account officer yang menangani 
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pinjaman UMKM, yang kemudian akan diberikan pelatihan dalam pemberian pinjaman bagi 
UMKM.   Tidak dipungkiri bahwa porsi pinjaman bagi UMKM dari total pinjaman bank 
terus berkembang (51% di tahun 2005).  Akan tetapi, porsi sektor pertanian dalam pinjaman 
UMKM menurun.   

Di sisi lain, usaha-usaha telah dilakukan oleh Departemen Pertanian untuk menciptakan 
lingkungan yang mendukung bagi para petani untuk mendapatkan akses yang lebih mudah 
terhadap pinjaman bank.  Salah satunya adalah Kredit Ketahanan Pangan (KKP), kredit 
bersubsidi bagi tanaman pangan, tebu, peternakan, perikanan dan pengadaan pangan yang 
diperkenalkan pada tahun 2000.  Skema lain adalah Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian 
(SP3) yang dimulai pada tahun 2006, yang merupakan layanan jaminan untuk mengurangi 
risiko dari bank komersial dalam memberikan pinjaman kepada petani dengan memberikan 
agunan tunai (cash collateral) kepada lima bank komersial.  Pada kedua skema tersebut, 
dana pinjaman diambil dari dana tunai internal bank dan penilaian pinjaman dilakukan sesuai 
dengan kriteria bank dalam menimbang risiko pertanian.  Akibatnya, ini menyebabkan 
lambatnya proses penyaluran dana dari yang diharapkan.  

Kesimpulannya, dana dari bank komersial telah menjangkau sebagian petani yang mendapat 
pinjaman UMKM dan memenuhi persyaratan agunan yang diminta bank, atau petani yang 
merupakan anggota koperasi yang menerima pinjaman dari bank komersial.  Jika tidak, 
petani yang tidak memiliki agunan dan tidak memiliki hubungan dengan koperasi, yang 
merupakan kasus mayoritas, menjadi diluar jangkauan pinjaman bank komersial.  

Secara singkat, Kelompok Tani yang terseleksi telah memiliki akses ke sumber-sumber 
keuangan sampai pada tingkat tertentu, tetapi bukan dengan kondisi persyaratan yang mereka 
inginkan.  Jenis lembaga keuangan yang dapat mereka akses juga berbeda-beda, kebanyakan 
disebabkan oleh faktor-faktor diluar kekuasaan mereka seperti keadaan geografis masyarakat 
dan struktur keuntungan dari komoditas yang dikembangkan.  Beberapa diantara Kelompok 
Tani sudah memiliki akses ke bank, untuk menabung dan meminjam modal kerja serta 
meminjam modal investasi kecil sekitar Rp.5 juta.  Beberapa sudah memiliki akses ke 
koperasi, menabung dan meminjam terutama untuk modal kerja sebesar Rp.1 juta tanpa 
agunan.  Sedangkan sisanya menggunakan layanan Kelompok Tani untuk menabung dan 
mendapatkan pinjaman sebesar Rp.0.5 juta tanpa agunan, dan ke warung dan perseorangan 
(ketua kelompok, pedagang, pemasok pakan).  Untuk petani lain yang tidak memiliki akses 
sama sekali ke bank karena lokasi mereka di daerah terpencil, saat ini mereka mendapatkan 
bantuan dari skema P4K.   

Situasi-situasi tersebut diatas muncul akibat kesenjangan antara permintaan dan persediaan 
sebagai berikut: 

(i) Minimnya Akses Fisik 

Bagi Kelompok Tani yang berada di daerah terpencil, seperti yang berada di Majalengka dan 
Kediri, akses fisik kepada lembaga keuangan menjadi sulit.  Hubungan dengan BRI akan 
terputus setelah siklus pinjaman dari P4K berakhir, karena tidak ada layanan keuangan yang 
tersedia pada lokasi yang dekat dengan masyarakat. 
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(ii) Kebutuhan Keuangan Masyarakat Pedesaan 

Bagi anggota masyarakat dimana Kelompok Tani yang terseleksi berada, penduduk dengan 
kategori melarat dan miskin, masih belum memiliki akses ke layanan keuangan manapun, atau 
telah memiliki akses hanya ke satu lembaga keuangan tidak resmi seperti rentenir dan 
pedagang.  Tetapi mereka memiliki keinginan untuk menabung, yang masih belum 
terlaksana saat ini.    

(iii) Kebutuhan Keuangan bagi Agribisnis 

Anggota Kelompok Tani, walaupun telah memiliki akses pinjaman dari bank, koperasi, 
Kelompok Tani, dan layanan keuangan lainnya, masih merasa bahwa modal produksi mereka 
tidak mencukupi.  

Peternak itik, yang menginginkan permodalan lebih besar, memiliki keinginan untuk 
menggunakannya bagi peningkatan jumlah itik dan menginvestasikannya pada mesin penetas, 
menyewa lahan yang lebih besar bagi pemeliharaan itik dan membangun lebih banyak 
kandang itik.  Kelompok ubi jalar di Kuningan juga menginginkan lebih banyak permodalan 
untuk pembelian sarana produksi pertanian dan untuk menguasai pemasaran dan harga.  
Kelompok ubi jalar di Majalengka menginginkan lebih banyak pendanaan bagi modernisasi 
peralatan pengolahan dan peningkatan pengemasan produk mereka.   

(iv) Tidak Memenuhi Persyaratan Pinjaman 

Bagi petani yang tidak mau meminjam uang, mereka memiliki alasan-alasan sebagai berikut.  
Pertama, ketakutan tidak dapat menepati jadwal pembayaran yang ditetapkan oleh lembaga 
keuangan.  Kedua, tidak memiliki agunan, baik dalam bentuk fisik maupun dokumen 
kepemilikan (sebagai contoh, dokumen bukan dalam bentuk sertifikat melainkan surat1).  
Petani juga merasa bahwa rasio lindungan agunan (collateral coverage ration) yang 
ditetapkan oleh bank terlalu ketat.  Ketiga, mereka merasa bahwa usaha mereka tidak 
berjalan baik untuk membayar bunga yang tinggi.  

Rata-rata jumlah pinjaman bagi pertanian yang diberikan oleh unit-unit BRI yang dikunjungi 
adalah kira-kira antara Rp.5 sampai Rp.6 juta, yaitu sesuai dengan jumlah pinjaman 
maksimum yang didapat oleh petani sasaran, kecuali mereka yang memiliki lahan lebih besar 
dan para pedagang yang bisa mendapatkan pinjaman sebesar puluhan juta rupiah.  
Pengecualian untuk persyaratan agunan yang diberikan oleh unit BRI adalah untuk pinjaman 
sampai dengan Rp.3 juta dan dari BPD sebesar Rp.1 juta.    Jumlah pinjaman tersebut 
merupakan jumlah maksimum yang dapat diberikan koperasi kepada petani anggotanya.  
Kelompok P4K bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan Rp. 2 juta dengan memberikan 
10% tabungan terbekukan yang wajib disimpan di bank.  

(v) Ketergantungan terhadap Pinjaman Pedagang 

Petani yang tidak memiliki sumber keuangan yang memadai selain komoditas yang mereka 
miliki, cenderung untuk memilih meminjam dari pedagang untuk membeli sarana produksi 
pertanian mereka dan untuk memenuhi kebutuhan uang yang mendadak, dengan 

                                                  
1 Pengurusan kepemilikan tanah dari bentuk surat menjadi sertifikat membutuhkan biaya Rp.1 juta dan melalui proses yang 
panjang.   
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menggunakan komoditas sebagai agunan tidak resmi. Akibatnya, kebanyakan petani tidak 
memiliki kekuatan tawar menawar dan tidak mendapatkan kondisi perjanjian yang 
menguntungkan. Disamping itu, ini juga disebabkan oleh minimnya kemampuan pemasaran 
yang dimiliki oleh petani sehingga menyebabkan ketergantungan mereka kepada para 
pedagang untuk menjual hasil komoditas mereka.  Dalam hal ini pinjaman dari pedagang 
memiliki konotasi yang positif, petani tidak mungkin gagal menjual komoditas melalui 
pedagang.  Guna menyikapi masalah tersebut, petani harus melakukan salah satu saran 
berikut ini (i) mengembangkan sumber keuangan dari hasil akumulasi aset, (ii) meningkatkan 
kekuatan tawar menawar melalui kegiatan kolektif, atau (iii) membangun kemampuan 
pemasaran.   

(vi) Batas Jumlah Pinjaman yang diberikan oleh KT / Koperasi 

Masalah bagi Koperasi dan Kelompok Tani sebagai organisasi keanggotaan adalah, mereka 
dengan mudah mencapai batas jumlah pinjaman, karena sumber dana utama bagi pemberian 
pinjaman kepada anggota adalah berasal dari simpanan internal.  Jumlah pinjaman yang 
biasa diberikan dalam Kelompok Tani adalah sebesar Rp.0.5 juta, dan sebagai contoh, 
pinjaman maksimum yang diberikan kepada anggota Bebek Jaya dari KSP Syariah adalah 
ditentukan sebesar Rp.1 juta, sedangkan peternak itik membutuhkan dana pinjaman untuk 
modal lebih dari Rp.10 juta.  Apabila modal yang dibutuhkan tersebut tidak mendapat 
dukungan dari lembaga keuangan lainnya, atau melalui program bantuan pemerintah seperti 
hibah (yang semestinya dimaksudkan untuk bergulir di dalam kelompok) dan pinjaman lunak, 
maka pinjaman yang diberikan kepada anggota akan terus membentur batas jumlah pinjaman. 
Guna mengatasi masalah tersebut, maka organisasi keanggotaan harus menambah jumlah 
anggota mereka dan/atau meningkatkan jumlah simpanan anggota.   

(2) Langkah Perbaikan untuk Mengisi Kesenjangan  

Adalah lebih baik untuk menghubungkan petani kepada lembaga-lembaga keuangan yang 
lebih formal, tapi seperti yang ditemukan di kebanyakan kasus, hal tersebut tidak mungkin 
dilakukan secepatnya karena disebabkan oleh kesenjangan-kesenjangan antara permintaan 
petani dan masyarakat tani, dan persediaan, seperti yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya.  

Karena fokus Studi kami adalah para petani dan masyarakat pedesaan, kami mengajukan 
program-program bantuan pemerintah dan donor untuk menjembatani 
kesenjangan-kesenjangan tersebut dengan: (i) membentuk LKM yang kuat di sekitar 
Kelompok Tani di lingkungan masyarakat pedesaan untuk melayani kebutuhan petani dan 
anggota masyarakat, dan (ii) meningkat kemampuan agribisnis, terutama untuk meningkatkan 
keuntungan.  Penjelasan kedua langkah perbaikan tersebut dirinci berikut ini: 

(i)  Membentuk LKM yang kuat di masyarakat 

Ini dapat dicapai melalui berbagai cara.  Berikut ini adalah tiga pendekatan dalam 
membentuk LKM, berdasarkan pada pengalaman simpan pinjam, karakteristik kepemimpinan, 
dan tingkat kerjasama di Kelompok Tani sasaran untuk memperbaiki keadaan:  
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a) Pembentukan LKM di Masyarakat 

Pendekatan ini untuk Kelompok Tani yang kegiatan kelompoknya tidak aktif, memiliki 
ketua kelompok yang dominan dan anggota kelompok yang berperilaku pasif.  Jenis 
Kelompok Tani ini cenderung tidak memiliki kegiatan simpan pinjam yang aktif.  

 Guna mengubah keadaan kelompok tersebut, campur tangan (intervensi) dalam 
memperkuat kegiatan kelompok harus dilakukan bersamaan dengan kegiatan 
meningkatkan usaha agribisnis.  Akan tetapi untuk peningkatan akses keuangan,  
direkomendasikan untuk membentuk LKM di masyarakat, bukan berada di dalam 
Kelompok Tani tetapi di luar Kelompok Tani tersebut.  Hal ini dilakukan untuk 
menghindari masalah kepemimpinan dan hubungan kekuasaan lainnya yang melekat 
pada Kelompok Tani tersebut, serta untuk memanfaatkan pemimpin-pemimpin lain 
dalam masyarakat tersebut.  

 Pendekatan ini dapat diterapkan pada Sigranala Indah (Kab. Cirebon), Linggasari 2 
(Kab. Kuningan), dan Mitra Binangkit 2 (Kab. Majalengka).   

 Proses untuk membentuk dan mengembangkan BMT dapat dirujuk sebagai model 
intervensi.   

b) Pembentukan LKM Mandiri 

Pendekatan ini adalah untuk Kelompok Tani yang telah melakukan kegiatan simpan 
pinjam dan memiliki kegiatan kelompok.  Serta memiliki potensi kedisplinan 
kelompok, kepemimpinan dan manajemen keuangan kelompok.  

 Kelompok ini direkomendasikan untuk membentuk LKM berbasis kelompok 
(Kelompok Tani atau Kelompok Petani Kecil (KPK).  

 Ada dua cara dalam mencapai proses ini.  Pertama adalah untuk memperluas kelompok 
itu sendiri (seperti dalam kasus Lestari Sejahtera di Kab. Mojokerto), dimana kelompok 
memiliki kemampuan dan potensi dalam mengakumulasi modal. 

 Cara kedua adalah untuk membentuk gabungan dengan kelompok lain dan mengubah 
kelompok tersebut menjadi LKM (bagi kelompok P4K seperti Andaya Rasa di Kab. 
Kuningan, Delima 2 di Kab. Majalengka, Karya Tani dan Tani Mulyo di Kab. 
Mojokerto, dan Makmur Jaya di Kab. Kediri).  Dengan cara ini, kelompok-kelompok 
tersebut dapat menyatukan modal mereka.  

c) Memperkuat fungsi koperasi yang sudah terbentuk (KSP/USP) 

Apabila Kelompok Tani sudah memiliki hubungan yang kuat dengan koperasi, yang 
merupakan lembaga keuangan paling dekat dan mudah, intervensi yang harus dilakukan 
adalah untuk memperkuat hubungan tersebut dan memperkuat kemampuan koperasi.    

Pendekatan ini dapat diterapkan pada Tigan Mekar di Kabupaten Cirebon, yang merupakan 
anggota dari koperasi syariah KSP Al Qomariyah.  Budi Daya di Kediri telah memiliki 
koperasi berbadan hukum yang sudah lama tidak aktif sehingga disarankan untuk 
mengaktifkan kembali kegiatan mereka.  



4-21 

(ii)  Peningkatan Agribisnis 

Untuk meningkatkan keuntungan dari usaha agribisnis dan kemampuan untuk mengelola 
usaha agribisnis, diperlukan intervensi bantuan teknis dan bantuan keuangan.  Langkah 
perbaikan dijelaskan dalam Tabel 4.2.1 Pengolahan Hasil Pertanian Agricultural Processing 
dan 4.2.2 Pemasaran.   

Tiga pilihan dalam penjelasan (i) merupakan intervensi peningkatan keuangan yang sejalan 
dengan atau mengikuti peningkatan usaha agribisnis.  

Untuk kasus ventura berpotensi seperti KT Bina Karya di Kab. Kuningan, disarankan untuk 
mengubah bentuk kelompok menjadi sebuah usaha dalam bentuk perusahaan.  Dengan 
demikian diharapkan akan mendapatkan akses keuangan dari bank komersial.  

(iii) Peningkatan Aset 

Peningkatan aset harus digabungkan dengan seluruh pilihan perbaikan yang telah dijelaskan 
diatas.  

Petani, Kelompok Tani, koperasi, dan LKM diharapkan untuk dapat meningkatkan aset bagi 
stabilitas penghidupan mereka dan kesinambungan organisasi.  

(iv) Tujuan 

Pendekatan (i) sampai dengan (iii) harus menuju ke arah Tujuan yang diinginkan petani dan 
masyarakatnya untuk memiliki dan mengelola LKM dan/atau individu yang secara finansial 
layak dan cukup menguntungkan serta memiliki aset yang memadai, dan jika perlu, memiliki 
akses ke layanan keuangan yang mereka pilih sebagai individu atau sebagai lembaga. 

Analisa masalah dari enam kesenjangan dan langkah perbaikan dijelaskan dalam Gambar 38 
berikut ini.   
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BAB 5   RENCANA PERBAIKAN 

5.1 Rencana Perbaikan 

Untuk mempromosikan pengolahan hasil pertanian dan keuangan, rencana-rencana 
perbaikan dirumuskan dalam langkah-langkah berikut ini :  

(1) Langkah-langkah perbaikan untuk tiap Kelompok Tani dipersiapkan berdasarkan 
kondisi saat ini, seperti pendekatan perbaikan dasar untuk pengolahan, pemasaran 
dan keuangan.  

(2) Model-model usaha secara terpisah diidentifikasi dan diklasifikasi berdasarkan 
karakteristik kelompok dan komoditas, langkah perbaikan untuk tiap 13 Kelompok 
Tani terpilih, dan Gabungan KPK/ LKM di bawah P4K dalam Studi.    

Seperti telah disebutkan pada Bab sebelumnya, transformasi Kelompok Tani 
menjadi LKM (Lembaga Keuangan Mikro) melalui pembentukan Gabungan adalah 
salah satu langkah utama perbaikan keuangan. Untuk maksud ini, Gabungan dan 
LKM yang dikembangkan di bawah P4K termasuk kedalam sasaran, selain dari ke 
13 Kelompok Tani terpilih berdasarkan Komoditas Contoh dalam Studi.   

(3) Hubungan antara model usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dengan 
keuangan mikro dipersiapkan. 

(4) Rencana Implementasi dirumuskan berdasarkan model usaha, dalam bentuk proyek 
yang akan diimplementasikan di lapangan. Untuk pendanaan menggunakan 
CF-SKR. 

5.2 Langkah Perbaikan dan Model Usaha 

5.2.1 Langkah Perbaikan dan Model Usaha Pengolahan dan Pemasaran 

Berdasarkan kondisi saat ini dalam Bab 3 dan pendekatan perbaikan dalam Bab 4, 
langkah perbaikan untuk 13 Kelompok Tani terpilih dirangkum pada Tabel 5.1.1 yang 
menjelaskan kondisi saat ini, pendekatan/tujuan, kebutuhan dan komponen-komponen 
utama. Kemudian, langkah-langkah perbaikan diklasifikasikan menjadi lima (5) model 
usaha seperti ditunjukkan pada Tabel 5.1.2 dan dirangkum di bawah ini:    

(1) Industri Itik di kabupaten Cirebon dan Mojokerto 

- Model 1 Industri Itik: Perluasan skala usaha dan pembaruan teknologi (pengenalan 
dan penguatan sistem produksi segitiga dengan kerjasama di 
antara Kelompok Tani) 

- Model 2 Industri Itik: Perluasan skala usaha dan penguatan industri itik (pendatang 
baru dan pengaktifan kembali kelompok yang tidak aktif, 
dilibatkan dalam kerjasama) 

(2) Pengolahan Ubi Jalar di Kabupaten Majalengka dan Kuningan 

- Model 1 Ubi Jalar: Pengolahan dan Pemasaran Produk Primer (irisan ubi kering, 
kerjasama dengan pabrik tepung ubi jalar)  
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- Model 2 Ubi Jalar: Pengolahan dan pemasaran makanan industri rumah tangga 
(produksi lokal dan konsumsi lokal, produk tradisional dan 
produk unik) 

(3) Pengolahan Mangga di Kabupaten Kediri 
- Model Mangga: Pengolahan dan pemasaran buah, kerjasama dengan swasta 

(mangga kering dan jus mangga, pemasaran) 

Tigan Mekar

Bebek Jaya

Sigranala Indah

Andayarasa

Binakarya

Linggasari 2

Mitra Binangkit

Lestari 
Sejahtera

Karya Tani

Tani Mulyo

Budi Daya

Makmur Jaya

Delima 2

Kab. Cirebon:  
Itik

Pendatang Baru & 
Mengaktifkan KT

Pengolahan Produk 
Primer untuk Pabrik

Produksi & 
Pemasaran Lokal

(Produk Tradisional)

Pendatang Baru & 
Mengaktifkan Kelompok 

Memperkenalkan
Skema Segitiga

Kab. Kuningan:  
Ubi Jalar

Kab. Majalengka: 
Ubi Jalar

Kab. Mojokerto:
Itik

Kab. Kediri: 
Mangga

Teknologi Baru untuk 
Mangga Kering & Jus 

Model Usaha Itik1
Perluasan Skala Usaha dan

Pembaruan Teknologi

Penguatan 
Skema Segi Tiga

Model  Ubi Jalar1
Pengolahan dan Pemasaran 

Bahan Baku

Model  Ubi Jalar 2
Pengolahan dan Pemasaran 

Makanan Industri Rumah 
Tangga

( Model Usaha Itik1 )
Perluasan Skala Usaha dan 

Penguatan Industri Itik
(Uji Coba Teknologi Baru)

Model Usaha Mangga
Pengolahan dan Pemasaran 
Buah Dengan Perusahaan 

Swasta

Kabupaten
Komoditas Kelompok Tani Langkah Perbaikan Model Usaha

Model  Usaha Itik 2
Perluasan Skala Usaha dan 

Penguatan Usaha Itik

Pengolahan & Pemasaran

Penguatan 
Kerjasama KT

Replikasi Kerjasama 
antar KT

Dilibatkan dalam 
Kerjasama dengan KT

Kerjasama dengan 
Industri Lokal

Melibatkan pada 
Kerjasama Kelompok

Kerjasama Pemasaran 
dengan Sw asta

Produksi  & 
Pemasaran Lokal

(Produk-produk Unik)

Model Usaha Itik 2
Perluasan Skala Usaha & 

Penguatan Industri Itik

Permintaan DOD Banyak 
Produksi Tidak Cukup

Permintaan Telur Banyak 
Produksi Tidak Cukup

Kesulitan Bagi 
Pendatang Baru

Produksi tidak Meningkat 
Kondisi  Terisolasi

Produksi Ubi Bagus 
tidak Ada Nilai Tambah

Pengolahan Saus Ubi 
Jalar masih Terbatas

Pasar Es Krim Ubi Jalar 
masih Terbatas

Produk-produk Baru Perlu 
Dikembangkan

Produksi Terbatas Karena
Kekurangan Peralatan 

Permintaan Produk Itik 
Meningkat

Tidak Ada Kerjasama 
Antar-Kelompok Tani

Produksi Itik Tidak 
Berhasil

Tidak ada Kemampuan 
Teknis Pengolahan Mangga
Tidak ada Peluang Menjual 

Produk Olahan Mangga

Kondisi Sekarang

Dekat Pabrik Tepung Ubi 
yang Cukup Besar

 
Gambar 39   Gambar Skematis Model Usaha Pengolahan dan Pemasaran 

5.2.2 Langkah Perbaikan dan Model Usaha untuk Keuangan 

Berdasarkan kondisi saat ini yang dirangkum pada Bab 3 dan pendekatan perbaikan yang 
diusulkan pada Bab 4, langkah perbaikan untuk 13 Kelompok Tani dirangkum pada Tabel 
5.1.3 yang menjelaskan kondisi saat ini, pendekatan, kebutuhan, komponen-komponen 
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utama dan manfaat. Kemudian, langkah-langkah perbaikan diklasifikasikan menjadi tiga 
(3) model usaha seperti ditunjukkan pada Tabel 5.1.4 dan dirangkum di bawah ini: 

(1) Model untuk Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Berbasis Masyarakat  

Pada model ini, untuk meningkatkan akses keuangan Kelompok Tani, LKM masyarakat 
dibentuk, tetapi LKM tidak boleh dikembangkan dari dalam Kelompok Tani.  LKM ini 
akan dibentuk di bawah kepemimpinan yang berbeda dengan Kelompok Tani, dan akan 
mencakup Kelompok Tani sebagai anggota. Cara membentuk dan mengembangkan BMT 
bisa menjadi referensi bagi model ini. 

Kelompok Tani yang termasuk kategori ini adalah: 

i) KT Sigranala Indah di Kabupaten Cirebon 

ii) KT Linggasari 2 di Kabupaten Kuningan 

iii) KT Mitra Binangkit 2 di Kabupaten Majalengka 

(2) Model untuk pembentukan LKM mandiri  

Model ini untuk Kelompok Tani yang sudah melakukan kegiatan simpan pinjam secara 
mapan dan kelompoknya sangat padu. Tipe Kelompok Tani ini akan membentuk LKM 
mandiri yang dipimpin oleh ketuanya.  Ada dua cara untuk mengembangkan model ini. 
Cara pertama adalah dengan memperluas skala kelompok sendiri. Kelompok Tani yang 
masuk dalam kategori ini adalah: 

i) KT Lestari Sejahtera di Kabupaten Mojokerto 

Cara kedua adalah dengan membentuk sebuah Gabungan dengan kelompok lain 
di masyarakat, dan mengembangkan menjadi LKM. Kelompok Tani dan KPK 
yang termasuk kategori ini adalah:   

ii) KT Andaya Rasa di Kabupaten Kuningan 

iii) KT Delima 2 di Kabupaten Majalengka 

iv) KT Karya Tani di Kabupaten Mojokerto 

v) KT Tani Mulyo di Kabupaten Mojokerto 

vi) KT Makmur Jaya di Kabupaten Kediri 

vii) KT Budi Daya di Kabupaten Kediri (sudah memiliki sebuah koperasi yang 
terdaftar tetapi tidak aktif, karena itu direkomendasikan untuk diaktifkan lagi) 

viii) Kelompok P4K, beberapa di antaranya sudah dalam bentuk Gabungan P4K, atau 
LKM P4K tetapi masih menghadapi masalah untuk menjadi LKM 

(3) Model penguatan fungsi koperasi yang sudah terbentuk 

Model ini untuk Kelompok Tani yang lembaga koperasinya sudah terbentuk.  Kelompok 
Tani yang masuk kategori ini adalah 

i) KT Tigan Mekar di Kabupaten Cirebon (yang sudah membentuk Unit Simpan 
Pinjam pada Koperasi Serba Usaha) 

ii) KT Bebek Jaya di Kabupaten Cirebon (Anggota Koperasi Simpan Pinjam) 

Selain model-model di atas, beberapa Kelompok Tani merupakan kelompok kecil dan 
sangat berorientasi usaha dengan memiliki produk-produk yang kuat.  Kelompok seperti 
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ini cenderung menjadi sebuah perusahaan yang menangani agribisnis, daripada bertahan 
pada kegiatan kelompok.  Kelompok Tani yang termasuk kategori ini adalah KT Bina 
Karya di Kabupaten Kuningan. 

Gambaran skematis model usaha keuangan dirangkum pada Gambar 40. 

Tigan Mekar

Bebek Jaya

Sigranala Indah

Andayarasa

Binakarya

Linggasari 2

Mitra Binangkit 2
(mayoritas w nt)

Lestari Sejahtera
(mayoritas w nt)

Karya Tani

Tani Mulyo
(mayoritas w nt)

Budi Daya
(beberapa w nt)

Makmur Jaya
(beberapa w nt)

Delima 2
(mayoritas w nt)

Akses Keuangan oleh Ketua
Tidak Ada Kemauan SP

Koperasi Simpan Pinjam 
(KSP)

Pengalaman Simpan 
Pinjam

Perkembangan SP masih 
Rendah

Kegiatan SP Berkembang

Kinerjanya Bagus dalam 
Akses Keuangan

Pengalaman Simpan 
Pinjam

Unit Simpan Pinjam (USP)
di Koperasi

Akses Keuangan oleh Ketua
Tidak Ada Pengalaman SP

KT: Kelompok Tani, LKM: Lembaga Keuangan Mikro, SP: Simpan Pinjam dalam Kelompok, KSM / KPK: Kelompok Petani Kecil, 
KSP: Koperasi Simpan Pinjam, USP:Unit Simpan Pinjam pada KSU, KSU: Koperasi Serba Usaha

Perkembangan SP masih 
Rendah

Kegiatan SP Berkembang

Akses Keuangan oleh Ketua
Tidak Ada Pengalaman SP

Pemanfaatan 
Lembaga yang 

sudah Terbentuk

Penguatan Koperasi 
yang sudah Terbentuk

Melibatkan 
Masyarakat

Pembentukan LKM 
Berbasis Masyarakat

Kelompok TaniLangkah PerbaikanModel Usaha Kondisi Aw al

Penguatan 
Kegiatan SP

Pendaftaran sebagai 
Badan Usaha (UKM)

Pemupukan Aset 
dan Modal

Pembentukan LKM 
Mandiri

Melibatkan 
Masyarakat

Pembentukan LKM 
Berbasis Masyarakat

Penguatan 
Kegiatan SP

Pembentukan LKM 
Mandiri

Penguatan 
Kegiatan SP

Pengenalan 
Simpan Pinjam

Pembentukan LKM 
Mandiri

Graduasi dari 
Bantuan

Pembentukan LKM 
Mandiri (atau KSU)

Pembentukan LKM 
Mandiri

Penguatan 
Kegiatan SP

Gabungan KPK & 
LKM di baw ah 

P4K
Graduasi dari Skema Lain

Penguatan 
Gabungan

Pembentukan LKM

Keuangan Mikro

Model Implementasi

Kabupaten Cirebon

Kabupaten Kediri & Majalengka

Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Kediri

 
Gambar 40   Gambar Skematis Model Usaha Keuangan 



 

5-5 

5.3 Hubungan Model Usaha Pengolahan dan Pemasaran, dengan Keuangan Mikro 

Pada tingkat Kelompok Tani, pengolahan, pemasaran dan keuangan memiliki kaitan yang 
erat, karena itu hubungan antara kedua model usaha ini memang dibutuhkan.  Dalam 
kaitan ini, beberapa hal berikut perlu dipertimbangkan: 

Hubungan Keuangan Mikro dengan Produksi dan Pengolahan 

(i) LKM yang akan dibentuk pada Model Keuangan akan memudahkan Kelompok 
Tani untuk meningkatkan dan memperluas agribisnis mereka melalui peningkatan 
akses keuangan dan kemampuan manajemen.   

(ii) Selain itu, kegiatan keuangan akan membiasakan anggota Kelompok Tani pada 
lingkungan dan keadaan untuk memiliki orientasi usaha. 

(iii) LKM akan melibatkan anggota masyarakat di sekitar Kelompok Tani, yang mau 
bergabung atau memulai usaha pengolahan.  Selanjutnya, jumlah kelompok yang 
menangani usaha pengolahan akan meningkat dan kluster pengolahan lokal untuk 
komoditas ini akan terbentuk.  

Hubungan Keuangan Mikro dengan Pemasaran 

Hal lain yang penting adalah melibatkan perantara dan pengepul kedalam LKM untuk 
berbagi informasi tentang harga, pasar dan keinginan konsumen pada produk.  Saat ini, 
karena kekurangan informasi pemasaran dan modal produksi, maka posisi para petani 
lemah ketika berhadapan dengan perantara dan pengepul.  Kondisi seperti ini memberi 
peluang perantara dan pengepul untuk mengambil keuntungan dengan melakukan 
transaksi yang merugikan petani.  Untuk memperlancar pemasaran produk, informasi 
pemasaran harus sampai ke para petani, yang pada gilirannya, akan menguntungkan baik 
bagi petani maupun pedagang.  

Hubungan ini dan pengaruhnya diilustrasikan dibawah ini: 

(1) Hubungan Industri Itik dengan Keuangan 

Tigan Mekar

Bebek Jaya

Sigranala Indah

Lestari Sejahtera

Karya Tani

Tani Mulyo

Industri Itik Model 1
Perluasan Skala Usaha dan 

Pembaruan Teknologi 

Industri Itik Model 1
Perluasan Skala Usaha & 

Penguatan Industri Itik
(Uji Coba Teknologi Baru)

Kelompok Tani
Model Usaha

Pengolahan & Pemasaran

Penguatan Koperasi yang 
sudah Terbentuk

Pembentukan LKM Berbasis 
Masyarakat

Model Usaha 
Keuangan

Pembentukan LKM Mandiri

Pembentukan KSU 

Industri Itik Model 2
Perluasan Skala Usaha & 

Penguatan Industri Itik

Perluasan dan 
Pengembangan Industri 

Usaha Itik
↓

Keterlibatan Anggota 
Masyarakat dalam Usaha

Perluasan Kerjasama 
Kelompok Tani

↓

Keterlibatan Anggota 
Masyarakat dalam Usaha

Pengaruh Hubungan

Industri Itik Model 2
Perluasan Skala Usaha & 

Penguatan Industri Itik

Kab. Mojokerto

Kab. Cirebon

 
Gambar 41   Hubungan Industri Itik dengan Model Usaha Keuangan 
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(2) Hubungan Pengolahan Ubi Jalar dengan Keuangan 

Andayarasa

Binakarya

Linggasari 2

Mitra Binangkit

Delima 2

Ubi Jalar Model 1
Pengolahan dan Pemasaran 

Produk Primer

Ubi Jalar Model 2
Pengolahan dan Pemasaran 

Makanan Industri Rumah Tangga

Kelompok Tani
Model Usaha

Pengolahan & Pemasaran
Model Usaha 

Keuangan Mikro

Pendaftaran Sebagai 
Badan Usaha (UKM)

Pembentukan LKM Mandiri

Pembentukan LKM Berbasis 
Masyarakat

Pembentukan LKM Mandiri

Perluasan Pengolahan 
Produk Primer 

↓

Kluster Pengolahan
Ubi Jalar

Perluasan Pengolahan
Makanan Industri Rumah 

Tangga
↓

Keterlibatan Anggota 
Masyarakat dalam Usaha

Pengaruh Hubungan

Kab. Kuningan & Majalengka

 
Gambar 42   Hubungan Pengolahan Ubi Jalar dengan Model Usaha Keuangan 

(3) Hubungan Pengolahan Mangga dengan Keuangan 

Budi Daya

Makmur Jaya

Model Mangga
Pengolahan Buah dan Pemasaran 

dengan Perusahaan Swasta

Kelompok Tani
Model Usaha 

Pengolahan & Pemasaran
Model Usaha 

Keuangan Mikro

Pembentukan LKM Mandiri

Keterlibatan Anggota 
Masyarakat

↓

Kluster Pengolahan Mangga

Pengaruh Hubungan

Kab. Kediri

 
Gambar 43   Hubungan Pengolahan Mangga dengan Model Usaha Keuangan 

(4) Hubungan dengan Peningkatan Pendapatan 

Kelompok Tani
Model Usaha 

Pengolahan & Pemasaran
Model Usaha 

Keuangan Mikro

Pembentukan LKMGabungan KPK & LKM 
dibaw ah P4K

Penguatan Sektor Agribisnis

Keterlibatan Anggota 
Masyarakat

↓

Pembentukan Kluster 
Pengolahan

Pengaruh Hubungan

Jawa Barat & Jawa Timur

 
Gambar 44   Hubungan Peningkatan Pendapatan dengan Model Usaha Keuangan 

 

5.4 Mekanisme Pendukung Mempertimbangkan Persoalan yang Muncul dari 
Program-program Sebelumnya 

Mekanisme pendukung dimasukkan dalam rencana implementasi untuk memecahkan 
persoalan yang muncul dari program-program sebelumnya seperti berikut ini:  

5.4.1 Seleksi Kelompok Tani Sasaran  

Rencana-rencana Implementasi dirumuskan dengan mempertimbangkan tingkat 
kemiskinan rumah tangga petani sasaran dan masyarakat, dan kondisi-kondisi minimal 
untuk peningkatan pendapatan merupakan motivasi kuat dan kemampuan untuk 
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meningkatkan kegiatan pengolahan hasil pertanian sebagai suatu usaha dan kegiatan 
simpan pinjam.  Kelompok Tani sasaran diharapkan 1) memiliki kemauan untuk mandiri, 
2) menyadari pentingnya kemampuan manajemen organisasi dan 3) mempertimbangkan 
tugas wanita dan keseimbangan gender.  

Kriteria seleksi Kelompok Tani yang dijelaskan pada Bab 3 akan dirujuk dengan aspek 
keuangan, sosio-ekonomi, organisasi, produksi dan pengolahan, potensi pemasaran dan 
rencana ke depan.  

Selain itu, kelompok sasaran sebaiknya juga memenuhi persyaratan keuangan minimal 
seperti: (i) tidak memiliki catatan buruk dalam menerima program pemerintah (digunakan 
sebagaimana mestinya), (ii) tidak memiliki kredit bermasalah (non performing loan) pada 
bank, kredit atau transaksi keuangan lainnya, (iii) kesulitan mengakses sumber keuangan 
komersial untuk mengimplementasikan teknologi yang direkomendasikan dan 
memanfaatkan peluang pasar secara maksimal.   

Oleh karena rencana-rencana implementasi ini diusulkan sebagai uji coba (pilot), maka 
tidak sepenuhnya menolak masuknya Kelompok Tani yang saat ini masih di bawah 
program bantuan keuangan pemerintah.  Kelompok Tani semacam ini diminta 
mengajukan penjelasan yang meyakinkan bagaimana mereka mampu mengakomodasi  
program-program yang berbeda pada saat yang sama. 

5.4.2 Dukungan Teknis 

Rencana-rencana implementasi bagi pengolahan dan pemasaran mengarah kepada 
pengaruh kerjasama (sinergi) antara dukungan perangkat keras (peralatan dan 
pengolahan) dan dukungan perangkat lunak dari pihak ketiga (pemasaran dan 
manajemen). Ini untuk menghindari pengalaman masa lalu campur tangan pemerintah, 
yang cenderung berkonsentrasi pada dukungan perangkat keras (hibah peralatan tanpa 
syarat) tanpa petunjuk yang jelas, dan membawa pada hasil yang tidak memuaskan. 

Asumsi di sini adalah bahwa KT telah mencapai tingkat kemampuan dimana mereka 
mampu melakukan pengolahan hasil pertanian tanpa kesulitan, tetapi KT sangat 
membutuhkan pendampingan dari pihak ketiga untuk penguatan pemasaran dan 
kemampuan manajemen organisasi.  Terutama untuk KT yang memulai usaha baru 
dengan menggunakan teknologi baru dan membangun kebutuhan pasar baru, tidak hanya 
pada pengadaan teknologi pengolahan/ peralatan dan pendirian organisasi, tetapi juga 
pengembangan pasar dan kemampuan pemasaran, yang akan dikembangkan bersama 
pihak ketiga. 

Karena itu, anggaran dalam rencana implementasi juga dialokasikan untuk perangkat 
lunak seperti dukungan pihak ketiga, yang memberi layanan dari awal usaha sampai 
terbentuknya pasar yang stabil.  Konsep ini sebaiknya dipakai khususnya untuk 
pengolahan ubi jalar kering dan kesepakatan penjualan, dan pengolahan mangga dan 
proyek pemasaran, karena usaha ini masih baru bagi para petani. 

5.4.3 Desentralisasi dan Peran Pemerintah Daerah 

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa program-program yang dirancang oleh Pusat, 
tujuannya menjadi berkurang pada saat sampai ke pemerintah daerah dan akan berkurang 
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lagi saat sampai ke masyarakat akar rumput.  Untuk itu diusulkan, proses-proses di 
dalam rencana implementasi sebaiknya dikontrol melalui pengawasan dan evaluasi.  
Berkenaan dengan pengawasan dan evaluasi ini, pihak ketiga tersebut dapat berperan 
bersama dengan Dinas Pertanian dan Departemen Pertanian.  Organisasi implementasi 
yang diusulkan, seperti ditunjukkan Gambar 45, diusulkan untuk memanfaatkan 
kepemimpinan dari Dinas Propinsi pada awalnya, kemudian Dinas Kabupaten bisa 
mengambil alih beberapa peranan setelah mereka cukup memiliki pengalaman.  

Departemen Pertanian

DirJen Pelaksana

Pimpinan Proyek

Tim Pengadaan Sekretaris Bendahara Tim Teknis

Propinsi

Kabupaten

Rekening Bank
Dinas Propinsi

 Rekening Bank
 KT atau LKM

Kelompok Tani (KT), 
Embrio LKM-A, LKM-A

Anggota

BDS / Peralatan

: Garis Koordinasi

: Garis Keuangan

  
Gambar 45   Usulan Struktur Organisasi Implementasi (Alur Koordinasi dan Pencairan Dana) 

5.4.4 Exit Strategy 

Banyak kelompok dan koperasi kerap menerima berbagai bantuan dari pemerintah, tetapi 
kemampuan mereka masih stagnan dan memeliki tingkat pemupukan modal atau aset 
yang masih rendah, sebagai akibat tidak memiliki akses keuangan. Rancangan program 
masa lalu tidak mempertimbangkan exit strategy atau strategi graduasi bagi penerima 
bantuan (beneficiary) untuk menjadi mandiri. Dalam rencana implementasi yang 
diusulkan di sini, tujuan dari model ini adalah kelompok menjadi entitas yang bisa aktif 
secara keuangan, yang berarti keluar atau graduasi dari program-program pemerintah. 
Komponen-komponen yang memungkinkan pemupukan aset dan mengarahkan pada jalan 
keluar dijelaskan di bawah. 

5.4.5 Peningkatan Kemampuan Keuangan  

Rencana-rencana implementasi untuk pengolahan dan pemasaran, dan keuangan mikro 
menggabungkan komponen-komponen perbaikan keuangan KT sasaran seperti berikut 
ini:  

(1) Pinjaman dan Hibah 

Skema ini akan didanai dalam bentuk pinjaman dan hibah. Porsi hibah digunakan untuk 
penyedia layanan BDS yang memberi dukungan teknis dan manajemen.  BDS untuk 
Rencana Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran juga akan menangani manajemen 
keuangan. 
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Dukungan permodalan untuk petani sebaiknya dalam bentuk pinjaman dari Bank ke KT, 
Gabungan dan LKM, tidak dalam bentuk dana bergulir yang langsung diberikan kepada 
mereka.  Dana untuk modal sebaiknya bergulir pada tingkat propinsi, seperti 
ditunjukkan Gambar 47 usulan struktur organisasi implementasi.  Suku bunga pinjaman 
harus disesuaikan dengan perubahan tingkat suku bunga pasar.   

Pada rencana implementasi untuk pengolahan dan pemasaran, pertama-tama pinjaman 
digunakan untuk memenuhi modal investasi dan modal kerja awal.  Suku bunga 
pinjaman ditetapkan pada tingkat yang sama dengan pinjaman bank agribisnis komersial 
(saat ini 14% per tahun, saldo menurun), tetapi dengan masa tenggang (grace period) satu 
tahun untuk mengakomodasi kestabilan produksi dan pengolahan.  Pembayaran bunga 
bisa mengakomodasi siklus produksi dan pengolahan komoditas. 

Pada rencana implementasi untuk keuangan mikro, pinjaman digunakan untuk memenuhi 
modal kerja Gabungan dan LKM.  Suku bunga pinjaman ditetapkan pada tingkat yang 
sama seperti pinjaman P4K (saat ini 1% per bulan), dengan saldo menurun dan masa 
tenggang satu tahun untuk mengakomodasi kestabilan kemampuan organisasi. 

(2) Kontribusi anggota sebagai jaminan tabungan 

Untuk pinjaman ini, anggota KT wajib memberikan kontribusi 5% sedangkan anggota 
Gabungan dan LKM memberikan kontribusi 10% dari jumlah pinjaman sebagai tabungan 
terbekukan.  Tabungan ini akan disimpan dalam bentuk deposito berjangka sebagai 
jaminan, dan saat pembayaran pinjaman sudah lunas, tabungan ini akan diberikan 
kembali kepada KT, Gabungan dan LKM.  Ini juga akan membantu KT, Gabungan dan 
LKM untuk memupuk aset keuangan selama masa pinjaman. 

(3) Insentif untuk pelunasan pinjaman 

Untuk rencana implementasi pengolahan dan pemasaran, sebagian bunga pinjaman akan 
dikembalikan ke anggota Kelompok Tani sebagai insentif pembayaran pinjaman tepat 
waktu pada akhir tahun kelima.  Porsi insentif yang diusulkan adalah 2% per tahun dari 
14% pembayaran bunga.  

Untuk rencana implementasi keuangan mikro, direkomendasikan bahwa dari seluruh 
keuntungan yang diperoleh Gabungan dan LKM, seluruh anggota harus setuju pada porsi 
bagi hasil. 

(4) Komponen kegiatan 

Untuk Rencana Implementasi Pengolahan dan Pemasaran, kegiatan sebaiknya dilakukan 
untuk penguatan aspek keuangan KT bersamaan dengan kegiatan berikut: 

(a) Penguatan kegiatan simpan pinjam (untuk seluruh KT) 

(b) Formalisasi organisasi untuk menjadi badan hukum (untuk KT yang bertujuan 
membentuk LKM mandiri dan LKM masyarakat) 

(c) Identifikasi tokoh kunci untuk pembentukan LKM Masyarakat (untuk masyarakat 
yang bertujuan membentuk LKM masyarakat) 
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5.5 Seminar Sosialisasi  

5.5.1 Umum 

Seminar sosialisasi diselenggarakan di lima kabupaten 
berturut-turut untuk menjelaskan konsep-konsep di atas, 
model-model usaha dan rancangan rencana implementasi, 
untuk memperoleh pendapat pihak-pihak yang terkait 
dengan pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro 
pedesaan.  Program sosialisasi ini terdiri dari (i) 
penjelasan gambaran ringkas Studi, (ii) penjelasan 
pendekatan perbaikan berbasis sektor dan rancangan 
model implementasi, (iii) diskusi kelompok dan (iv) 
pengenalan kegiatan-kegiatan BDS di kabupaten.  
Melalui diskusi kelompok, kinerja kegiatan keuangan sebelumnya dan rencana untuk 
mengelola usulan model implemetasi oleh Kelompok Tani didiskusikan dan dirangkum.  

Selain itu, untuk menyiapkan skema keuangan praktis, informasi dan situasi LKM di 
kabupaten, dan persyaratan pinjaman pada model yang diajukan didiskusikan antara P4K 
dan LKM pihak yang berkepentingan. 

Peserta tiap seminar umumnya terdiri dari pihak Departemen Pertanian Pusat, Dinas 
Propinsi dan Kabupaten, anggota dari Kelompok Tani terpilih, Bank dan sebagainya. 

5.5.2 Hasil Sosialisasi 

Dari rangkaian seminar di Kabupaten Contoh, rancangan gagasan peningkatan 
pendapatan petani melalui pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan 
dipresentasikan dan disikusikan diantara peserta seminar. Pada umumnya, para peserta 
umumnya memahami dan menerima rancangan pendekatan perbaikan dan model 
implementasi. Selain itu, beberapa bahasan menarik dari rangkaian sosialisasi dirinci 
berikut ini: 

- Seluruh Kelompok Tani menunjukkan kepercayaan diri untuk melaksanakan model 
implementasi yang diusulkan dari sudut pandang keuangan dan teknis dengan 
pemahaman pentingnya kontribusi keuangan dalam investasi oleh Kelompok Tani. 

- Sebagian besar Kelompok Tani mengungkapkan pentingnya pengawasan dan evaluasi 
berkelanjutan pada usulan kegiatan mereka oleh Dinas terkait bekerjasama dengan 
bank. 

- Anggaran yang dipresentasikan diusulkan dengan syarat bahwa akan digunakan untuk 
kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang diusulkan. Pemahaman yang tidak tepat yang 
dijumpai (dalam seminar) adalah bahwa Kelompok Tani secara langsung menerima 
dana sesuai dengan keinginan mereka. Pemahaman mereka pada masalah ini harus 
diluruskan orientasinya selama tahap persiapan model. 

- Kebutuhan akan Pembentukan LKM dikonfirmasikan dan disetujui oleh peserta: 
penguatan lembaga yang sudah terbentuk termasuk bank resmi dan LKM untuk 
mendukung kegiatan petani merupakan kebutuhan seperti ditunjukkan di Kabupaten 
Mojokerto. 

 
 
 
 
 

Seminar Sosialisasi di Kabupaten 
Mojokerto  

(Tanggal: 21 Februari 2007) 
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- Rancangan proposal pengembangan LKM, dengan kondisi: jumlah pinjaman Rp. 50 
juta; suku bunga 2.0 % per bulan (angsuran bulanan); Rp. 5 juta berupa tabungan 
terbekukan di Bank, masih sulit diterima peserta (kelompok P4K dan LKM).   
Khususnya pada tiga Kabupaten yaitu Cirebon, Mojokerto dan Kediri sudah 
menikmati jumlah pinjaman yang lebih tinggi di bawah LKM yang sudah terbentuk 
dan/atau di bawah program keuangan terkait. Pendapat ini bersama dengan pendapat 
peserta yang menganggap suku bunga yang diusulkan “tinggi”, dimasukkan dalam 
model implementasi yang direvisi. 

- Tingkat pemahaman pada BDS berbeda diantara kabupaten. Seperti di Kabupaten 
Kediri yang merupakan contoh wilayah Studi, dimana para peserta seminar sosialisasi 
bisa menangkap peran dan kegiatan BDS (karena peran BDS seperti REI dan BPTP 
Malang sudah diperkenalkan). Sementara Kabupaten lain dimana peran BDS belum 
banyak dikenal perlu dipersiapkan peran BDS potensial yang daftarnya ada di 
Kabupaten untuk diperkenalkan kepada pihak-pihak terkait selama masa persiapan 
proyek. 

5.6 Rencana Implementasi Skema Pengolahan dan Pemasaran 

5.6.1 Rencana Implementasi dan Kelompok Tani 

Berdasarkan model usaha, rencana implementasi diusulkan bagi 13 rencana proyek untuk 
Kelompok Tani yang dipilih oleh Dinas di tiap Kabupaten, dan untuk rinciannya 
digambarkan pada Lampiran.   

(i) KT Sigranala Indah untuk model: Perluasan Skala Usaha (Kab. Cirebon) 

(ii) KT Bebek Jaya dan KT Tigan Mekar untuk model: Perluasan Skala Usaha dan 
Pembaruan Teknologi (Kab. Cirebon) 

(iii) KT Mitra Binangkit dan KT Delima 2 untuk Model: Pengolahan dan pemasaran 
produk-produk tradisional industri rumah tangga (Kab. Majalengka) 

(iv) KT Andayarasa untuk model: Pengolahan produk primer ubi jalar dengan 
mengunakan teknologi yang tepat dan pemasarannya (Kab. Kuningan) 

(v) KT Bina Karya dan KT Lingga Sari 2 untuk model: Pengolahan dan pemasaran 
produk unik industri rumah tangga (Kab. Kuningan) 

(vi) KT Makmur Jaya dan KT Budidaya untuk model: Pengolahan buah dengan 
menggunakan teknologi yang tepat dan pemasarannya (Kab. Kediri) 

(vii) KT Karya Tani dan KT Tani Mulyo untuk model: Perluasan Skala Usaha dan 
Penguatan Industri Itik (Kab. Mojokerto) 

(viii) KT Lestani Sejahtera untuk model: Proyek uji coba penggunaan Teknologi 
Penetasan Baru (Kab. Mojokerto) 

 

 

 

5.6.2 Tahap-tahap dan Jadwal Implementasi 

Waktu implementasi selama 5 tahun dari 2007 sampai 2012 seperti ditunjukkan di bawah 
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ini: 
2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Persiapan
(1) Perekrutan Universitas/BDS
(2) Sosialisasi dan Penyadaran Masyarakat
(3) Penilaian Kelembagaan & Survei Pemasaran
(4) Pembelian dan Instalasi Fasilitas

2. Operasional
(1) Produksi/Pengolahan
(2) Pemasaran
(3) Program Pelatihan (pengolahan dan pemasaran)

3. Pengawasan dan Evaluasi
(1) Pengawasan dan Bantuan Teknis 

(Pendampingan dari BDS/Universitas)
(2) Evaluasi (Deptan/LSM, Evaluasi bersama)

Ulasan Teknis dan Tindak Lanjut

 
Gambar 46  Jadwal Implementasi Model Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 

5.6.3 Analisa Keuangan 

Ubi jalar dan mangga cenderung hanya merupakan bagian sumber pendapatan rumah 
tangga. Dibandingkan dengan ubi jalar dan mangga, itik pada umumnya, merupakan 
sumber utama pendapatan rumah tangga, dan mereka memperoleh pendapatan lebih 
daripada rumah tangga yang menangani ubi jalar dan mangga.  Pengaruh perbaikan 
pendapatan untuk tiap komoditas adalah sebagai berikut:  

 Tabel 64   Pengaruh Perbaikan Pendapatan Rumah Tangga 

Komoditas Contoh dan 
Perbaikan 

Pendapatan saat ini  
dari komoditas contoh  

(per rumah tangga per tahun) 

Pendapatan Tambahan 
(Keuntungan) dari Rencana 

Implementasi  
(per rumah tangga per tahun) 

Itik dengan perluasan skala 
pemeliharaan itik 

Rp.18 – 60 juta (kecuali sedikit yang 
pendapatannya lebih dari Rp.60 juta) 

KT Sigranala Indah: kurang dari Rp.6 
juta sampai 18 juta kecuali ketua dengan 
Rp.120 juta 

Rp.5.2 juta sampai Rp.18.0 juta

Mangga kering (berdasarkan 
pada panen setahun sekali)  

Mayoritas kurang dari Rp.6 juta 
kecuali sedikit berpenghasilan Rp.18 
juta 

Rp.2.0 juta 

Ubi jalar: pengolahan produk 
primer 

Kurang dari Rp.6 juta (KT Andayarasa) Rp.7.2 juta 

Jus mangga (berdasarkan 
pada panen setahun sekali 

Kurang dari Rp.6 juta Rp.3.1 juta 

Ubi jalar: pengolahan industri 
rumah tangga 

Rp.0 sampai Rp.12 juta Rp.1.2 juta sampai 11.4 juta 

Sumber:  Pendapatan saat ini berdasarkan survei rumah tangga yang dilakukan Tim Studi JICA, dan estimasi 
pendapatan tambahan ditunjukkan pada Tabel 5.6.1.  

Ringkasnya, pada akhir tahun kelima, kenaikan pendapatan anggota Kelompok Tani 
(keuntungan bersih) adalah Rp.4.8 juta bergerak dari Rp.1.2 juta sampai Rp. 18.0 juta per 
tahun. 

Selain dari keuntungan yang disebutkan di atas, Kelompok Tani akan memiliki Rp.2.8 
juta sampai Rp.38.6 juta modal sendiri dari tabungan terbekukan yang akan mendapatkan 
bunga.  Beberapa Kelompok Tani mungkin memiliki cukup modal, lebih dari Rp.10 juta 
untuk menjadi Embrio LKM.  Kelompok-kelompok ini akan menjalankan dan 



 

5-13 

memperluas usaha mereka dengan menggunakan aset mereka sendiri, dan akhirnya 
mereka bisa mendapatkan akses pada lembaga keuangan formal. 

Untuk Kelompok Tani yang pemupukan modalnya kurang dari 10 juta, bantuan lanjutan 
akan diperlukan untuk meningkatkan modal mereka sampai pada tingkat yang diinginkan.  
Penggunaan skema SP-31 (Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian di bawah Departemen 
Pertanian) akan direkomendasikan sebagai akses penghubung ke lembaga keuangan 
formal. 

Analisa keuangan pada skim pengolahan dan pemasaran diringkas pada Tabel 5.6.1, dan 
rinciannya digambarkan pada Lampiran Laporan. 

5.7  Rencana Implementasi Skema Keuangan Pedesaan 

5.7.1 Rencana Implementasi dan Gabungan dan LKM Sasaran 

Untuk keuangan mikro pedesaan, rencana implementasi “Penguatan Embrio Lembaga 
Keuangan Mikro Pedesaan Non-Bank (Embrio LKM Pedesaan) yang dikembangkan dari 
Kelompok Petani Kecil (KPK) dan dibentuk di bawah proyek sebelumnya” diajukan 
untuk 10 Gabungan KPK Gabungan dan LKM yang dibentuk di bawah P4K (RIGP). 

Calon Gabungan KPK dan LKM sasaran rencana implementasi didaftar sebagai berikut:  

Tabel 65   Calon Sasaran KPK Gabungan atau 

Kabupaten Jumlah Gabungan/LKM Deskripsi 

Cirebon 13 Gabungan, 1 LKM 

Kuningan 12 Gabungan, 6 LKM 

Majalengka 17 Gabungan, 4 LKM 

Mojokerto 29 Gabungan, 9 LKM 

Kediri 4 Gabungan, 0 LKM 

• Total 75 Gabungan dan 20 LKM (95 
Embrio calon LKM), meliputi 533 KPK, 
6,802 anggota 

• Jumlah modal: Rp.0.125 - 161 juta 
• Memilih 10 Embrio calon LKM dari 5 

Kabupaten sebagai sasaran 

Tujuan Rencana Implementasi adalah (a) meningkatkan pendapatan dan memupuk aset 
para anggota Embrio LKM Pedesaan, (b) Memperkuat kemampuan Embrio LKM 
Pedesaan untuk menjadi bank masyarakat sesungguhnya di daerah terpencil dan (c) 
membentuk mekanisme pendukung Embrio LKM Pedesaan di Kabupaten. 

5.7.2 Tahapan dan Jadwal Implementasi 

Waktu implementasi selama 5 tahun dari 2007-2012, seperti ditunjukkan Gambar 47. 

                                                  
1 Skema SP-3 yang dikelola oleh Deptan untuk tahun 2007 memiliki empat kategori: (i) Usaha Mikro I, jumlah 
maksimum pinjaman Rp. 10 juta per orang melalui LKM-A, suku bunga 12% per tahun, dan pembagian risiko (risk 
sharing) 90%, (ii) Usaha Mikro II, jumlah pinjaman Rp. 10 juta sampai Rp. 50 juta, dan pembagian risiko 40%, (iii) 
Usaha Kecil I, jumlah pinjaman Rp. 50 juta sampai Rp. 250 juta, dan pembagian risiko 30% dan (iv) Usaha Kecil II, 
jumlah pinjaman Rp. 250 juta sampai Rp. 500 juta.  Dari (ii) sampai (iv), suku bunga yang berlaku adalah 2-3 % di 
bawah bunga komersial yang diberlakukan oleh Bank Pelaksana.   
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2008 2009 2010 2011 2012
(i) Seleksi Target

(ii) Survei Baseline

(iii) Loka Karya Awal

(iv) Peningkatan Kapasitas

(v) Dukungan Modal Kerja (Pinjaman)

(vi) Pembinaan yang berkesinambungan

Koordinasi dengan Dinas terkait 
(Perindustrian & Perdagangan, 
Koperasi, dll.)

(vii) Evaluasi Tengah-Termin, Evaluasi Akhir 
& Loka Karya Penutupan 

2007

 
Gambar 47   Jadwal Implementasi Skim Keuangan 

5.7.3 Analisa Keuangan 

Pada akhir tahun kelima, LKM akan memiliki modal sendiri sebesar Rp.37 juta untuk 50 
anggota, dan Rp.47 juta untuk 100 anggota (tergantung pada jadwal pembayaran dan 
aturan internal manajemen keuangan). Ini artinya per anggota mendapatkan Rp.472,000 
sampai Rp.747,000.  

Mungkin jumlah modal ini cukup jika kegiatan peningkatan pendapatan dilakukan 
sebagai usaha kelompok. Tetapi, jika tiap anggota memiliki usaha masing-masing mereka 
membutuhkan sedikitnya Rp.1-2 juta. Meski bisa menggunakan tabungan mereka sendiri, 
para anggota tetap membutuhkan akses ke sumber pendanaan lain. Untuk itu penggunaan 
SP-3 sebagai akses penghubung ke lembaga keuangan formal dapat direkomendasikan.  

Angka-angka ini merupakan jumlah minimal yang diharapkan bisa dinaikkan dari 
Rencana Implementasi.  Selama masa intervensi, juga direkomendasikan untuk (i) 
meningkatkan jumlah anggota dan basis modal, (ii) mempertimbangkan transformasi 
beberapa porsi tabungan wajib menjadi saham, (iii) menyiapkan registrasi sebagai LKM 
resmi dan (iv) mengembangkan layanan-layanan lain seperti pemasaran agribisnis untuk 
anggota, sehingga modal atau aset akan meningkat lebih dari jumlah yang disebutkan di 
atas. 

5.8 Pengembangan Kapasitas, Pengawasan dan Evaluasi 

5.8.1 Gambaran Ringkas 

Mekanisme pengembangan kapasitas, pengawasan dan evaluasi untuk mendukung 
kegiatan Kelompok Tani dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian digambarkan 
sebagai berikut:   
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Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, layanan BDS (lembaga penelitian, 
universitas, konsultan, LSM) diperkenalkan untuk mengembangkan kapasitas teknis 
Kelompok Tani dalam produksi dan pengolahan. Unit pelatihan (layanan BDS, dan 
petugas penyuluh lapangan) memberi pelatihan pada anggota inti Kelompok Tani. 
Kemudian, anggota inti yang sudah dilatih ini secara rutin memberi pelatihan kepada 
anggota Kelompok Tani melalui kegiatan harian dan latihan produksi dan pengolahan, 
khususnya dengan merancang program pelatihan. Pengawasan dan evaluasi secara 
berkala dilakukan bersama oleh pihak ketiga seperti Universitas, konsultan dan LSM, 
dibawah supervisi dan difasilitasi oleh Pusat, khususnya oleh Direktorat Jenderal 
bersangkutan. Umpan balik (masukan) dibuat berdasarkan hasil pelatihan dan kegiatan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merevisi kegiatan proyek.  Umpan balik 
(masukan) dibuat berdasarkan hasil pelatihan dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat dan merevisi kegiatan proyek.   

5.8.2 Pengembangan Kapasitas 

Pengembangan kapasitas akan melibatkan (i) Pengembangan Lembaga Masyarakat dan 
(ii) Pengembangan Teknis seperti dijelaskan berikut ini: 

(1) Pengembangan Lembaga Masyarakat 

Pengembangan lembaga masyarakat diperlukan karena hubungan antara Kelompok Tani, 
masyarakat dan lembaga seperti lembaga desa, lembaga keuangan, lembaga pemerintah, 
lembaga swasta & usaha dan lembaga keagamaan sangat mendukung pengembangan 
masyarakat.  Pengembangan lembaga masyarakat bertujuan: (i) Membentuk sistem 
fasilitasi berbasis desa untuk diseminasi hal-hal teknis ke masyarakat melalui pelatihan 
anggota Kelompok Tani, (ii) membentuk sebuah perencanaan dan proses pengadaan oleh 
Kelompok Tani dengan memfasilitasi anggota Kelompok untuk terlibat dalam 
mengidentifikasi masalah, perencanaan, manajemen dan implementasi kegiatan produksi 
dan pengolahan, (iii) mendorong kolaborasi dengan organisasi masyarakat terkait. 
Kegiatan-kegiatan yang diusulkan ditunjukkan di bawah ini:   

Petugas Penyuluh 
Lapangan (PPL)

Administrasi Desa 
Dusun, RW, RT

Dinas Kabupaten

Pemerintah Kabupaten

Departemen Pertanian

Dinas Propinsi

Penyedia Layanan BDS 
(Lembaga, Universitas, 

konsultan, LSM)

Tim Pelatihan

Pihak Ketiga
(Universitas, Konsultan, LSM)

Pelatihan

Gabungan
(Asosiasi)

Kelompok Tani

Anggota
Anggota

Anggota
Anggota

Anggota

Kelompok Petani Kecil

Anggota
Anggota

Anggota
Anggota

Anggota

Umpan Balik Pengawasan

Evaluasi

Unit Pelatihan
BDS+PPL

Gambar 48   Mekanisme Pengembangan Kemampuan, Pengawasan dan Evaluasi 
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Tabel 66   Kegiatan-kegiatan yang Diusulkan pada Pengembangan Lembaga Masyarakat 

- Mendukung munculnya kesadaran anggota Kelompok Tani terhadap proyek ini 

- Mengemukakan basis kelembagaan melalui survei kelembagaan 

- Mempersiapkan dan mengajukan prosedur seleksi kader Kelompok, jika diperlukan 

- Berpartisipasi dalam perekrutan LSM untuk menghadiri dan mendukung program pelatihan 
Kelompok Tani 

- Mempersiapkan dan mengimplementasikan program penguatan Kelompok Tani dalam 
kepemimpinan dan manajemen organisasi 

- Melatih anggota Kelompok Tani dalam pertemuan dan seminar organisasi, dan teknik-teknik 
pembentukan konsensus di antara kelompok berdasarkan panduan dan petunjuk teknis 

- Memfasilitasi pengembangan petugas penyuluh di lapangan 

- Memfasilitasi pembentukan kerjasama usaha 

- Mendukung pengembangan hubungan antara Kelompok Tani dengan organisasi masyarakat 

- Memfasilitasi pembentukan Gabungan Kelompok Tani untuk memperluas kegiatan kelompok 

- Mengimplementasikan analisa gender berdasarkan Gender Analysis Pathway (GAP) 

- Mempersiapkan indikator-indikator dan melakukan pengawasan & evaluasi untuk pengembangan 
lembaga Masyarakat 

(2) Pengembangan Teknis 

Meskipun tingkat kemampuan berbeda tergantung pada daerah dan kelompok, pada 
umumnya kemampuan Kelompok Tani dalam produksi dan pengolahan saat ini masih 
rendah. Dengan memperkenalkan layanan BDS, pengembangan teknis dilakukan dengan 
tujuan untuk (i) memperkuat kemampuan teknis Kelompok Tani dalam produksi, 
pengolahan dan pemasaran komoditas contoh dan (ii) menciptakan sebuah hubungan 
antara BDS untuk selalu mendorong pembaruan program-program pelatihan. 
Kegiatan-kegiatan yang diusulkan adalah: 

Tabel 67   Kegiatan-kegiatan yang Diusulkan pada Pengembangan Teknis 

- Merekrut penyedia layanan BDS untuk memberi masukan/bantuan teknis pada kegiatan Kelompok Tani 

- Memasang peralatan pengolahan dan perlengkapan yang dibutuhkan 

- Mempersiapkan modul pelatihan untuk Kelompok Tani 

- Memilah produk-produk panen 

- Melatih Kelompok Tani pada dokumentasi seperti pencatatan stok, manajemen keuangan, manajemen 
pertemuan dan lain-lain 

- Memperkuat pelatihan anggota Kelompok Tani pada praktek produksi seperti pengolahan lahan, 
manajemen pengairan, pemberian pupuk dan pestisida, mekanisasi pertanian dan pemilahan 
produk-produk panen 

- Memperkuat pelatihan anggota Kelompok Tani pada praktek pengolahan seperti pengoperasian peralatan 
pengolahan, pengeringan dengan tenaga surya, manajemen kebersihan, metode pengawetan, pengemasan 
dan lain-lain. 

- Menyediakan pelatihan pemasaran bagi Kelompok Tani seperti riset pasar, pameran, tes-pemasaran, 
pengembangan jaringan pemasaran dan analisa data pasar 

- Mempersiapkan laporan kegiatan tahunan dan rekomendasi-rekomendasi untuk pengawasan dan evaluasi 

- Memunculkan kesadaran Kelompok Tani pada manajemen lingkungan melalui pendidikan lingkungan 
(misalnya penanganan limbah, erosi tanah dan lain-lain) 

- Mempersiapkan indikator-indikator pengawasan dan evaluasi dan mengimplementasikan berdasarkan 
pada indikator-indikator yang diusulkan untuk pengembangan teknis 
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5.8.3 Pengawasan dan Evaluasi 

Pengawasan dan evaluasi secara rutin penting dilakukan untuk memahami tingkat 
kemajuan dan kendala yang dihadapi. Hasil yang perlu dicapai dari pengawasan dan 
evaluasi adalah akan memberi informasi yang berguna untuk operasional dan manajemen 
proyek yang sedang berjalan atau untuk proyek yang akan datang. 

Selain itu, pengawasan dan evaluasi penting dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat, 
karena pengembangan kapasitas anggota masyarakat dan/atau Kelompok Tani, pertama 
dan terutama, sebagai pelaku utama dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran, 
diharapkan melalui pengawasan dan evaluasi kegiatan mereka sendiri dan 
mempersiapkan rekomendasi berdasarkan proses ini.  Pengawasan dan evaluasi bersama 
antara Departemen Pertanian, pihak ketiga dan anggota Kelompok Tani diajukan. Seperti 
pada jadwal implementasi yang disajikan pada bahasan 5.6 dan 5.7, pengawasan 
dilakukan selama Proyek berjalan sementara evaluasi dilakukan sekali setahun secara 
bersama oleh pihak ketiga dan Departemen Pertanian diikuti dengan ulasan teknis dan 
tindak lanjut yang didukung oleh layanan BDS.  

Meskipun rencana rinci pengawasan dan evaluasi akan disusun selama masa persiapan 
proyek, indikator-indikator perlu dirumuskan sesuai dengan tujuan dan hasil yang 
diharapkan pada implementasi. Indikator-indikator secara obyektif harus bisa diuji, dan 
data dan informasi untuk pengujian harus bisa disimpan. Proses pengawasan dan evaluasi 
hendaknya bersifat partisipatif, dan hasilnya harus diperlihatkan kepada kelompok untuk 
tranparansi. 

Gagasan awal dari indikator-indikator pengawasan dan evaluasi terdiri dari: (i) indikator 
operasional dan (ii) indikator pengaruh.  Indikator Operasional bisa dirinci menjadi tiga: 
indikator organisasi, indikator teknis dan indikator sosial dan lingkungan.  Indikator 
operasional mewakili hasil langsung yang dicapai dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan 
sementara indicator pengaruh menunjukkan konsekwensi hasil langsung pada masa 
mendatang, yang didaftar dibawah ini dan ditunjukkan pada Tabel 5.8.1. 

Indikator Operasional 

Indikator Organisasi 

-   Jumlah anggota Kelompok Tani 

-   Jumlah Program Pelatihan 

-   Persentase Kehadiran pada Program Pelatihan 

-   Kecukupan Alokasi Anggaran Tahunan Pemerintah untuk Proyek 

Indikator Teknis 

-  Intensitas Penanam Komoditas Contoh 

-  Jumlah Peralatan Pengolahan 
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Indikator Sosial dan Lingkungan 

- Masalah Gender 

- Masalah Lingkungan 

Indikator Pengaruh 

-   Hasil Komoditas Contoh 

-   Rasio Tingkat Tetas (Itik) 

-   Kualitas Komoditas Contoh 

-   Jumlah Pengolahan Komoditas Contoh 

-   Kualitas Produk yang dijual melalui Kelompok 

-   Pendapatan Bersih Tahunan Petani 

-   Perbaikan Kondisi Kerja 

-   Bagi Hasil diantara Kelompok 
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BAB 6   REKOMENDASI KEBIJAKAN 

6.1 Ikhtisar 

Studi ini mengajukan model-model usaha bagi kegiatan pengolahan hasil pertanian dan 
keuangan mikro pedesaan dengan menyusun rencana perbaikan bagi tiap 13 Kelompok 
Tani yang terseleksi untuk 3 komoditas contoh serta Gabungan yang dibentuk dibawah 
Program P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil) di 5 kabupaten 
contoh.  

Gambar skematis dari hubungan antara pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro 
pedesaan dijelaskan pada Gambar 49 dibawah ini.  Dari sudut pandang sistem agribisnis, 
pengolahan hasil pertanian dimasukkan dalam subsistem pengolahan dan pemasaran, 
sedangkan pendapatan langsung bagi rumah tangga petani berasal dari subsistem agribisnis 
tersebut (sisi kanan Gambar).  Di sisi lain, keuangan mikro pedesaan merupakan subsistem 
pendukung agribisnis untuk menciptakan lingkungan pendukung usaha dalam menjalankan 
kegiatan peningkatan pendapatan di daerah pedesaan (sisi kiri Gambar).  Selain itu, 
keuangan mikro pedesaan akan menyediakan layanan keuangan guna memenuhi berbagai 
permintaan petani dan rumah tangga pedesaan di masyarakat pedesaan dimana layanan 
keuangan komersial tidak dapat diakses.     

Wilayah Studi: 5 Kabupaten Pengolahan & Pemasaran
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Gambar 49   Gambar Skematis Keuangan Mikro Pedesaan dan Pengolahan & Pemasaran 

Untuk pengolahan hasil pertanian, rencana perbaikan bagi Kelompok Tani disusun dan 
dikategorikan menjadi 5 model usaha yang meliputi 2 model usaha bagi industri itik, 2 
model usaha bagi pengolahan ubi jalar dan 1 model usaha bagi pengolahan mangga, yang 
dinilai berdasarkan pada  i) karakteristik komoditas, ii) tingkat penerapan teknis, iii) 
keunggulan pemasaran dari produk olahan, dan iv) kemampuan Kelompok Tani dan petani.    

Mengenai keuangan mikro pedesaan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) “berbasis usaha 
agro-processing” disarankan untuk dibentuk di sekitar Kelompok Tani di masyarakat 
pedesaan, yang diharapkan akan menciptakan lingkungan yang dapat memenuhi berbagai 
permintaan keuangan di masyarakat pedesaan.     

Oleh karena proses simpan pinjam dapat mengembangkan kemampuan dasar dalam 
menjalankan suatu usaha, maka anggota Kelompok Tani tidak mungkin dapat 
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melaksanakan kegiatan agribisnis tanpa memiliki kemampuan manajemen yang tepat 
dalam melakukan kegiatan simpan pinjam mereka.  Berdasarkan asumsi tersebut dan 
analisa dari kondisi Kelompok Tani saat ini, ada 3 model usaha yang diajukan untuk 
keuangan mikro yaitu i) LKM Mandiri: yang akan dibentuk di dalam Kelompok Tani 
dengan melibatkan kelompok-kelompok lain dan anggota masyarakat, ii) LKM Berbasis 
Masyarakat: yang akan dibentuk bukan di dalam Kelompok Tani tetapi di masyarakat 
dengan mengangkat ketua lain apabila Kelompok Tani memiliki ketua yang sangat 
dominan, iii) Memperkuat koperasi yang sudah dibentuk.  Untuk seluruh model usaha 
tersebut, pedagang dan pengepul dianjurkan untuk berpartisipasi dalam LKM dan koperasi 
untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dengan para petani dalam kegiatan pemasaran 
produk, serta untuk memberikan kontribusi dana kepada LKM.  

Apabila LKM Mandiri yang dijelaskan diatas nantinya berkembang, sebuah rencana 
implementasi akan dipersiapkan untuk membentuk LKM berdasarkan pada Gabungan 
KPK yang sudah terbentuk melalui program P4K, sebagai upaya tindak-lanjut dan 
peningkatan fungsi dan kegiatan mereka.   

Setelah pendirian, LKM harus mampu mempertimbangkan tren saat ini dan kerangka 
hukum yang memayungi keuangan mikro. Walaupun pada saat pendirian LKM masih 
merupakan Embrio, LKM harus memiliki tujuan untuk mendapatkan status hukum sebagai 
LKM demi kesinambungan lembaga dan meningkatkan kesempatan dalam mengakses 
sistem pendanaan dari perbankan komersial.   Dalam proses mengembangkan model-model 
usaha tersebut, ada beberapa faktor penting seputar pengolahan hasil pertanian dan 
keuangan mikro pedesaan yang teridentifikasi seperti dijelaskan pada gambar berikut ini:   
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Gambar 50   Model Usaha Keuangan Mikro Pedesaan dan Pengolahan & Pemasaran 
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Setelah model-model tersebut diimplementasikan, dampak langsung yang disebabkan oleh 
pengolahan hasil pertanian diperkirakan akan meningkatkan pendapatan rata-rata sekitar 
Rp.4.8 juta per tahun bagi jumlah total 335 anggota rumah tangga di 13 Kelompok Tani. 
Sedangkan dari hubungan dengan LKM atau penguatan koperasi, diharapkan akan 
memperbaiki tingkat kemandirian melalui peningkatan aset dan modal sendiri dalam 
mengakses pendanaan dari perbankan komersial setelah proyek berakhir dalam masa 5 
tahun.   Dari hubungan tersebut pula, dampak langsung diharapkan kepada 4,200 rumah 
tangga di masyarakat, dimana terdapat 48% atau 2,000 rumah tangga yang berada dalam 
kategori miskin.  

6.2 Rekomendasi Kebijakan 

Beberapa rencana perbaikan tersebut di atas diharapkan akan dapat diimplementasikan 
melalui skema Second Kennedy Round-Counterpart Fund (SKR-CF) pada tahun 2007 dan 
2008.  Dengan asumsi bahwa model usaha serta hubungan antara pengolahan dan keuangan 
dapat direplikasi untuk komoditas lain dan di daerah lain, serta untuk produksi primer hasil 
pertanian melalui modifikasi model dan prosedur.  

Berbagai pengalaman dan implikasi telah diperoleh selama proses Studi ini yang sangat 
berguna bagi kelancaran implementasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik.  Dari 
berbagai pengalaman dan implikasi tersebut, beberapa aspek penting telah dipilih sebagai 
rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan model-model usaha bagi promosi kegiatan 
pengolahan hasil pertanian dan keuangan seperti yang dijelaskan pada Gambar 51: 
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Gambar 51   Ringkasan Aspek Penting bagi Rekomendasi Kebijakan 
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6.2.1 Seleksi Kelompok, Pengawasan dan Keterlibatan Masyarakat  

Selama proses Studi, kami menemukan bahwa kemajuan dalam kegiatan simpan pinjam 
suatu kelompok menjadi salah satu indikator yang bermanfaat dalam mengukur kinerja 
kelompok tersebut. Kegiatan menabung khususnya, bukan sekedar mengakumulasi uang 
tetapi merupakan sebuah proses dalam mengelola keuangan dan kelompok tersebut.  
Pengelolaan keuangan dan kelompok merupakan persyaratan utama dalam menjalankan 
usaha kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan.  

Walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melaksanakan kegiatan simpan 
pinjam secara teratur, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk 
memikirkan bagaimana cara memanfaatkan tabungan mereka untuk pengembangan usaha.  
Oleh karena tabungan tersebut merupakan uang mereka sendiri dan bukan bantuan (hibah), 
anggota harus secara serius memikirkan rencana kelompok mereka.  Setelah memiliki 
kegiatan simpan pinjam yang baik dan perencanaan bagi kegiatan peningkatan pendapatan, 
kelompok akan mendapatkan pinjaman lunak yang diajukan dalam Studi ini guna 
meningkatkan kegiatan agribisnis mereka.  

Kegiatan simpan pinjam telah diperkenalkan jauh sebelumnya dan banyak kelompok telah 
melakukan kegiatan simpan pinjam dibawah berbagai macam program.  Untuk 
memanfaatkan situasi tersebut, kelompok-kelompok yang lebih baik akan diseleksi 
berdasarkan pada kemajuan dan kinerja kegiatan simpan pinjam mereka, sehingga masa 
menggiatkan kegiatan peningkatan pendapatan dapat dipersingkat.  Bahkan, rencana 
perbaikan yang diajukan dalam Studi ini menetapkan persyaratan bagi Kelompok Tani dan 
Gabungan untuk memberikan kontribusi sebesar 5 hingga 10% dari pinjaman lunak sebagai 
tabungan terbekukan.  

Bagi kelompok yang belum melakukan kegiatan simpan pinjam secara teratur, atau bahkan 
belum memulai kegiatan tersebut sama sekali, kelompok harus memulai atau memperkuat 
kegiatan simpan pinjam mereka dibawah bimbingan dan latihan yang cermat guna 
meningkatkan kemampuan kelompok tersebut.  Setelah dapat menunjukkan adanya proses 
kegiatan simpan pinjam yang baik, maka kemampuan kelompok yang dikembangkan 
tersebut dianggap sudah memiliki cukup dasar untuk diperkenalkan kepada kegiatan usaha, 
sehingga bantuan dalam bentuk pinjaman lunak dapat diberikan. 

Kesinambungan kegiatan tersebut dapat diperkuat oleh adanya keterlibatan masyarakat 
dalam prosesnya. Kelompok biasanya terbentuk pada tingkat masyarakat dan 
melaksanakan kegiatan mereka di seputar masyarakat.  Pengolahan hasil pertanian dan 
pemasaran memanfaatkan bahan baku yang tersedia secara lokal, dan produk 
didistribusikan melalui pengepul dan perantara yang juga merupakan anggota masyarakat.  
Untuk keuangan mikro, sebuah LKM yang akan dibentuk di tengah masyarakat pedesaan 
juga akan melibatkan anggota masyarakat.  Sehingga masyarakat menjadi badan utama 
yang mendukung kelompok sasaran.  Guna mendapatkan dukungan tersebut, penting untuk 
memastikan bahwa rencana perbaikan yang dianjurkan dapat dipahami secara benar oleh 
seluruh anggota masyarakat.  Disamping itu,  masyarakat itu sendiri akan menjadi basis 
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dari perluasan program tahap berikutnya karena diharapkan pada saat itu, mereka sudah 
dapat melihat keuntungan dan dampak dari program tersebut.  

Pengawasan (monitoring) bagi kegiatan kelompok merupakan faktor penting untuk 
memastikan kesinambungan kegiatan kelompok.  Akan tetapi tidak dianjurkan bagi orang 
atau lembaga yang terlibat langsung dalam kegiatan untuk melakukan kegiatan 
pengawasan jika ditinjau dari sudut pandang transparansi dan akuntabilitas.  Pihak ketiga 
yang bersifat independen dari segala keterlibatan langsung dalam hal ini merupakan pihak 
yang ideal untuk bertanggung jawab dalam kegiatan pengawasan. Pihak ketiga berada pada 
posisi yang lebih baik untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan mencari informasi 
yang dibutuhkan dari sudut pandang netral, serta memberikan umpan balik kepada 
kelompok dan pemerintah daerah bagi perbaikan kinerja mereka.  Pihak ketiga juga dapat 
dilibatkan dalam kegiatan evaluasi.  

6.2.2 Teknologi Pengolahan & Komoditas Lain dan Kerjasama Pemasaran 

Dalam pelaksanaan Studi, telah ditemukan bahwa setiap kelompok memiliki tingkat yang 
berbeda dalam bidang teknologi pengolahan.  Padahal teknologi tepat guna yang sesuai 
dengan tingkat kemampuan petani telah tersedia di lembaga teknis dan universitas.  Oleh 
sebab itu ketika rencana perbaikan diimplementasikan, penilaian kemampuan dari 
Kelompok Tani sangat penting untuk dilakukan agar teknologi tepat guna bagi Kelompok 
Tani dapat diindentifikasi dan diperkenalkan oleh lembaga dan universitas tersebut.   

Guna mempersiapkan strategi pemasaran untuk mencari produk terbaik yang dapat 
diproduksi dan diolah sesuai dengan kemampuan kelompok serta ketersediaan bahan baku, 
perlu diterapkan metodologi pengembangan sektor swasta, seperti Analisa  Rantai Nilai 
(Value Chain Analysis), Analisa SWOT (SWOT Analysis) dan Bauran Pemasaran (Market 
Mix).  Analisa rantai nilai diperlukan untuk mengidentifikasi potensi dan hambatan 
kegiatan dari para pelaku alur pemasaran komoditas, seperti yang dipersiapkan dalam Studi.  
Analisa SWOT menyediakan aspek-aspek khusus yang harus difokuskan melalui analisa 
kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan tantangan (threat) 
dari pemasaran komoditas.  Bauran Pemasaran merupakan proses untuk menentukan 
produk dan metode pemasaran melalui analisa produk, harga, jaringan pemasaran dan 
promosi pasar.  Pada tingkat kelompok, analisa yang sederhana dapat digunakan untuk 
menentukan produk dan pasar.  

Untuk hubungan antara pengolahan dan pemasaran, para pemangku kepentingan 
(stakeholders) seperti perantara dan pengepul perlu dilibatkan dalam penjualan produk 
olahan, karena pasar selalu berubah dan cukup sulit bagi petani untuk mendapatkan 
informasi pasar. Para pemangku kepentingan pemasaran tersebut juga merupakan 
pengambil risiko (risk takers). Pada kondisi sekarang ini, perantara dan pengepul 
mendominasi transaksi produk pada tingkat usahatani (farmgate) sehingga menempatkan 
mereka pada posisi yang kuat. Dengan melibatkan mereka ke dalam LKM yang akan 
dibentuk di sekitar Kelompok Tani di masyarakat, petani di KT dan pemangku kepentingan 
pasar dapat memasuki kerjasama yang seimbang, yang akan memberikan hasil yang lebih 
baik bagi kedua belah pihak.  
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6.2.3 Business Development Services (BDS) 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, seluruh kelompok membutuhkan dukungan dalam 
mempersiapkan strategi pemasaran dan pelaksanaannya.  Dukungan tersebut meliputi 
berbagai aspek yang luas seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan kelompok, teknologi 
pengolahan, pengaturan pemasaran, koordinasi dan komunikasi dengan berbagai 
pemangku kepentingan.  Aspek-aspek tersebut tidak mungkin dapat dikelola oleh satu 
orang tetapi membutuhkan keahlian para profesional melalui komunikasi yang baik dengan 
seluruh pemangku kepentingan.  Sehingga penyedia jasa pengembangan usaha atau 
Business Development Service (BDS) diharapkan untuk dapat memberikan layanan bagi 
aspek-aspek tersebut.   

Seperti yang telah dijelaskan dalam rencana implementasi yang dipersiapkan bagi 
Kelompok Tani terpilih, dukungan yang tepat diharapkan dapat diberikan sejak tahap awal.  
Dukungan yang dipersiapkan bukan hanya untuk permodalan, peralatan atau infrastruktur, 
namun juga anggaran untuk membayar penyedia BDS.  Setelah kelompok cukup memiliki 
pengalaman dan pengetahuan, dukungan BDS mulai dapat dikurangi secara bertahap sesuai 
dengan hasil monitoring.  Pada akhirnya kelompok diharapkan untuk dapat keluar, atau 
graduasi dari bantuan.  Hanya ketika kelompok menghadapi masalah, dukungan BDS dapat 
diberikan. 

Untuk mendukung kegiatan ini, daftar inventarisasi bagi penyedia BDS disarankan untuk 
dipersiapkan oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten dan Propinsi yang mencakup 
kinerja dari BDS tersebut.  Daftar tersebut diharapkan untuk selalu diperbarui berdasarkan 
pada hasil monitoring dan evaluasi dari layanan yang BDS berikan kepada kelompok.   

6.2.4 Dukungan Permodalan bagi Peningkatan Kemampuan, dengan Komponen Peningkatan 
Aset  

Dukungan permodalan bagi petani harus dalam bentuk pinjaman lunak dari bank kepada 
Kelompok Tani atau Gabungan, bukan dalam bentuk dana bergulir yang diberikan 
langsung kepada mereka.  Disamping itu, Kelompok Tani atau Gabungan wajib 
memberikan 5 hingga 10% dari jumlah pinjaman tersebut sebagai tabungan terbekukan 
guna menunjukkan komitmen mereka serta tingkat kedisiplinan keuangan yang diperlukan 
dalam pelaksanaan proyek ini.  Tabungan tersebut nantinya akan mendapatkan bunga 
layaknya pada deposito berjangka yang akan dikembalikan kepada Kelompok Tani atau 
Gabungan yang dapat disimpan sebagai aset.  Selanjutnya, untuk rencana perbaikan 
pengolahan, pembayaran tepat waktu akan dihargai dengan pemberian persentase tertentu 
dari suku bunga pembayaran yang juga akan dikembalikan kepada Kelompok Tani untuk 
menambah aset mereka.  Cara ini dimaksudkan untuk melatih kemampuan manajemen 
keuangan para petani, dan mendorong mereka untuk bergraduasi dari bantuan pemerintah 
dan menjadi mandiri.    

6.2.5 Dukungan dari Pemerintah Daerah 

Diantara berbagai dukungan yang diharapkan dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas 
Propinsi dan Dinas Kabupaten, dukungan yang paling penting adalah dalam menciptakan 
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lingkungan yang mendukung bagi kegiatan kelompok yang meliputi pengetahuan dasar 
mengenai pengelolaan keuangan mikro termasuk simpan pinjam, serta pengaturan 
penyedia BDS.   

Dinas-dinas lain juga dapat membantu untuk mempromosikan pembentukan kelompok, 
kegiatan pengolahan dan pemasaran, serta keuangan mikro.  Sebenarnya, ada beberapa 
kelompok sasaran yang dibentuk dibawah program Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
serta Dinas Koperasi dan UKM.  Oleh sebab itu, disarankan untuk memanfaatkan serta 
mereplikasi pengalaman dan pelajaran yang didapat dari program dibawah dinas-dinas 
tersebut, untuk dapat berjalan seiring dengan program-program Dinas Pertanian.  

6.2.6 Replikasi Model Usaha 

Dampak dari rencana perbaikan bagi pengolahan hasil pertanian harus dianalisa dari sudut 
pandang pembiayaan (cost) dan keuntungan (benefit).  Pembiayaan terdiri dari hibah dan 
pinjaman, sedangkan keuntungan meliputi keuntungan dari agribisnis, aset yang terkumpul 
dan insentif yang diterima pada akhir tahun kelima proyek ini.  

Pada rencana implementasi bagi pengolahan hasil pertanian dijelaskan bahwa anggota 
kelompok akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.8 juta per tahun dari total 
pembiayaan sebesar Rp.11.1 juta per anggota yang meliputi investasi sebesar Rp.7.0 juta 
(termasuk kontribusi tabungan agunan sebesar Rp.350 ribu) dan didukung oleh hibah 
sebesar Rp.4.1 juta untuk 5 tahun. 

Mengenai peningkatan aset pada kelompok ukuran rata-rata (25.8 anggota), sekitar Rp.12.7 
juta dapat diakumulasi sebagai modal Kelompok Tani setelah implementasi selama 5 tahun.  
Selain itu, anggota juga akan mendapatkan bagian dari pembayaran bunga sebagai insentif 
pembayaran tepat waktu, yaitu sebesar Rp.490 ribu (Rp.98 ribu per tahun).  Dari 13 
kelompok, 5 kelompok akan memiliki cukup modal untuk menjadi embrio LKM yang 
kemudian diharapkan untuk memperluas kegiatan mereka dan berkembang menjadi LKM 
agribisnis (LKM-A).  

Pembiayaan atau anggaran bagi replikasi model tersebut terdiri dari hibah untuk bantuan 
teknis dan bantuan manajemen, serta pinjaman untuk bantuan permodalan.  Walaupun 
diasumsikan bahwa bantuan teknis dan manajemen dalam bentuk hibah dapat dikurangi 
menurut skala penilaian, misalkan apabila replikasi dibuat untuk mencakup lebih banyak 
kelompok di wilayah tertentu.  Namun, dampak dari pengurangan porsi hibah tersebut pada 
saat ini masih belum dipertimbangkan.  

Anggaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Pertanian adalah sebesar Rp.413 milyar untuk tahun 2007.  Apabila 25% dari anggaran 
tersebut (Rp.100 milyar) dialokasikan untuk mereplikasi model yang diajukan, 350 
kelompok akan diuntungkan dari replikasi proyek tersebut, ini berarti ada sekitar 9,000 
rumah tangga yang akan turut berpartisipasi dalam proyek tersebut.  Jika diasumsikan 
setiap Direktorat Jenderal seperti Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan serta Pusat 
Pembiayaan Pertanian dapat mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang sama, maka 
sekitar 1,400 kelompok lain akan mendapat implementasi proyek dengan partisipasi 
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sebanyak 36,000 rumah tangga.  Disamping itu, 63% dari investasi (Rp.63 milyar) adalah 
dalam bentuk pinjaman lunak dimana kelompok harus membayar jumlah tersebut di akhir 
tahun kelima.  Dana tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk perluasan replikasi 
selanjutnya.  

Bagi rencana implementasi bagi keuangan mikro, pinjaman sebesar Rp.100 juta akan 
ditawarkan kepada 10 Gabungan dari kelompok usaha kecil (masing-masing 50 hingga 100 
anggota rumah tangga) sebagai pinjaman lunak untuk membantu penguatan permodalan.  
Setelah 5 tahun berakhir, dana sejumlah Rp.27 juta sampai Rp.37 juta dapat 
diakumulasikan untuk kegiatan operasional LKM.   Apabila anggaran Rp.100 milyar 
dialokasikan untuk replikasi model, maka 1,000 Gabungan kelompok (50,000 sampai 
100,000 rumah tangga) dapat turut berpartisipasi.  

Secara total, dengan anggaran tidak lebih dari Rp.500 milyar yang diasumsikan akan 
dialokasikan oleh setiap Direktorat Jenderal dan Pusat Pembiayaan Pertanian seperti 
dijelaskan diatas, 2,400 kelompok dapat berpartisipasi dalam replikasi model, atau 0.4% 
dari jumlah total kelompok di Indonesia (655,000 Kelompok Tani pada tahun 2001).   
Sedangkan untuk mencakup 5% (32,800 kelompok) dari jumlah total Kelompok Tani di 
Indonesia, dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp.6,800 milyar. 
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Table 2.3.1  Priority Area in the Government Work Plan for 2007 under  
National Medium-Term Development Plan (1/2) 

 

Priority Area Focus in the Priority Area 

01. Poverty Handling - Expansion of Access of Poor People to Education, Health and Basic 
Infrastructure 

- Social Protection 
- Eradication of Lack of Nutrition Problem and Food Emergency 
- Expansion of Business Opportunities 

02. Improvement of Job 
Opportunities, 
Investment and Export 

- Creation of More Flexible Workforce Market 
- Improvement of Investment and Business Atmosphere 
- Improvement of Non oil and Gas Export, Expansion of Destination 

Countries and Export Products 
- Improvement of Tourism Intensity 
- Improvement and Productivity and Access of Small & Medium Scale 

Enterprises to Productive Resource 

03. Revitalization of 
Agriculture, Fishery, 
Forestry and Village 
Affairs 

- National Food Security 
- Improvement of Quality of Agriculture, Fishery and Forestry 

Production Growth 
- Improvement of Economic Diversification and Rural Infrastructures 
- Development of Natural Resources for Renewable Energy 

04. Improvement of 
Accessibility and Quality 
of Education and Health 

- Acceleration of Even Spreading, Improvement of Accessibility and 
Quality of Nine-Year Primary Education 

- Improvement of Accessibility, Spreading, Improvement of Relevance 
of Qualified Secondary and High Education 

- Improvement of Availability and Quality of Teachers 
- Reduction of Illiteracy 
- Improvement of Accessibility, Even Spreading, Affordability and 

Quality of Health Services particularly for Poor People 
- Prevention of Eradication of Diseases particularly Contagious 

Diseases and Equipment including Avian Flu Integrated Handling 
- Handling of Lack of Nutrition and Bad Nutrition Problems among 

Pregnant Mothers, Babies and Infants 
- Improvement of Availability of Essential Generic Medicines, 

Supervision on Medicines, Food and Food Security 

05. Law Enforcement, 
Corruption Eradication 
and Bureaucratic 
Perform 

- Optimization of Implementation of Corruption Eradication National 
Action Plan 

- Acceleration of Settlement of Corruption Cases and Human Right 
Violation 

- Acceleration of Institutional Law Reinforcement 
- Acceleration of Bureaucracy Reform Implementation 
- Improvement of Accountability of Political and Public Institutions 

Source:  1) Presidential Regulation No. 7 / 2005 regarding 2004 -2009 National Medium-Term 
Development Plan ratified on January 19th 2005 (unofficial translation), 2) Presidential 
Regulation No. 19 / 2006 regarding Government Work Plan for 2007 ratified on May 15th 2006.   

 
 



T-2 

Table 2.3.1  Priority Area in the Government Work Plan for 2007 under  
National Medium-Term Development Plan (2/2) 

 

Priority Area Focus in the Priority Area 

06. Reinforcement of 
Defense Ability, Stability 
of Security and Order as 
well as Conflict 
Settlement 

- Improvement of Ability of the Indonesian National Army and 
National Police Force 

- Prevention and Eradication of Drags 
- Improvement of Roles of National Defense Industry 
- Handling and Prevention of Terrorism Actions 
- Settlement and Prevention of Conflicts 
- Handling and Prevention of Various Forms of Crimes, either 

Conventional or Cross Country 
- Improvement of Intelligence Quality 
- Acceleration of Construction of State Code Communication Network 
- Handling and Prevention of Sea Distrubance 

07. Mitigation and Disaster 
handling 

- Mitigation of Post Disaster Rehabilitation and Reconstruction 
Activation in NAD and Nias Particularly in Housing and Settlement 
Sectors and Expansion of Job Opportunities for Disaster Victims 

- Settlement Post Disaster Rehabilitation and Reconstruction Activities 
in Alor, Nabire, other Disasters in other Regions 

- Institutional Reinforcement in Disaster Prevention and Handling in 
National and Regional Levels 

- Prevention and Reduction of Disaster Risks 
- Improvement of Peoples’ Alertness in Facing Disasters 

08. Acceleration of 
Construction of 
Infrastructure 

- Improvement of Infrastructure Services according to Minimum 
Service Standards 

- Achievement of Improvement of Real Sector Competitiveness 
- Increase of Investment on Infrastructure Projects conducted by Private 

Sector through Various Cooperation Scheme between Government 
and Private Sector 

09. Construction of Border 
Regions and Isolated 
Regions 

- Confirmation and Arrangement of State Borders on Land and Sea 
including around the Outermost Small Islands 

- Improvement of Bilateral Cooperation in Political, Law and Security 
Sectors with Neighboring Countries 

- Spatial Arrangement and Management of Resources and Environment 
in Border Regions and Outmost Small Islands 

- Support of Policies on Construction for Acceleration of Construction 
in Border Regions and Outermost Small Islands 

- Development of Economic Facilities and Infrastructure in Isolated 
Regions 

Source:  1) Presidential Regulation No. 7 / 2005 regarding 2004 -2009 National Medium-Term 
Development Plan ratified on January 19th 2005 (unofficial translation), 2) Presidential 
Regulation No. 19 / 2006 regarding Government Work Plan for 2007 ratified on May 15th 2006.   
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Table 2.3.2  Focus and Priority Activities in the Government Work Plan 2007 under the 
National Medium-Term Development Plan (RPJMN) (1/2) 

 
Focus Prioritized Activities 

01. National Food 
Security: sufficient 
domestic supply of 
rice, 
production of 
vegetables and meat 

- Improvement of food production and productivity in order to improve domestic 
food supply, especially rice, through the development of seedlings; intensification 
of rice, legume and tuber plant production, provision of facilities and infrastructure 
including improvement of the functions of irrigation networks at the farmer level, 
expansion of planting and harvesting areas; post-harvest management, processing 
and marketing of agricultural products; increased intensification and food 
security; development and protection plants and animals with the support of a 
quarantine system and food security monitoring system as well as control of avian 
flu transmission to animals; 

- Improvement of food distribution system and access to food through the 
development of inter-region food support, effective model of food distribution and 
development of food reserves; 

- Increase of food consumption, diversification and security by developing balanced 
food consumption pattern, provision of subsidized rice for underprivileged people; 

- Improvement of food and agricultural production supporting system by developing 
post-harvest production, processing and development technology for food 
products and improvement of farmers’ and agricultural institutions, including the 
strengthening of Water Consuming Farmers’ Association (P3A) as well as 
arrangement of agricultural land control, ownership, use and utilization (P4T) in 
order to create a fair agricultural land control and ownership structure; 

- Management of dams, rivers, swamps and flood control; 
- Conservation of rivers, dams and water sources; 
- Flood control and coast safeguarding; 
- Improvement of forest and land rehabilitation, especially in prioritize river basins. 

02. Improvement of 
Quality of 
Agriculture, Fishery 
and Forestry 
Production Growth 
- Enhancement of the 

farmers’ production 
and income 

- Increase in the productivity and production of plantations, animal husbandries and 
horticultural businesses; 

- Development of commodities and processing to increase the value of the products 
of plantations, animal husbandries and horticultural businesses; 

- Strengthening of agricultural extension institution, enhancement of service 
institutions for farmers (finance and saprodi), capacity building for human 
resources to be assigned as extension agents and apparatus, farmers and 
agribusiness entrepreneurs; 

- Improvement of the development and dissemination of effective technologies to 
support the enhancement of productivities and quality of agricultural products; 

- Improvement of competitive power by applying tariff harmonization and 
synchronization of policies on agribusiness programs, institutional development and 
market information, international trade cooperation, improvement of quality and 
quality standards as well as application of a quarantine system to control diseases 
harmful to production and product safety; 

- Development of rural agribusiness, business partnership patterns in agricultural 
sector and development of rural infrastructure (agricultural/production roads, and 
dry land irrigation facilities); 

- Enhancement of 
fishery production 
and increase of 
income for 
fishermen, fish 
cultivators and other 
coastal communities

- Strengthening and development of efficient and people-based catch fishing, as well 
as development of environment-friendly cultivation businesses;  

- Revitalization of fishery especially for tuna, shrimp and seaweed commodities by 
increasing the business scale of fishermen and fish cultivators, economic 
empowerment and strengthening of community institutions; 

- The development and rehabilitation of fishery facilities and infrastructure as well as 
other production input;  

- The development and empowerment of handling and processing industries to 
improve quality standard and additional value and product marketing.  

(continued to the next page)
Source: Presidential Regulation No. 19 / 2006 regarding Government Work Plan for 2007 ratified on May 15th 2006.   
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Table 2.3.2 Focus and Prioritized Activities of in the Government Work Plan 2007  
under National Medium-Term Development Plan (RPJMN) (2/2) 

 
Focus Prioritized Activities 

(continued from the previous) - Empowerment of statistical database & fishery information system, applied 
technological engineering and its dissemination, and also improvement of human 
resources quality in the fishery sector and the fishery consultation system; 

- The development of a quarantine system and fish health management system; 
- The improvement of the fishery business quality and licensing, seed center 

certification, fishery-based territorial development, and coordination of illegal 
fishing handling, and other supporting infrastructure; 

- The management of fishery resources in a responsible and sustainable manner, and 
also economic, social, cultural empowerment of business actors in the field of 
fishery and coastal communities. 

- Forest Products - The development of the management of natural forests, crop forest, non-wood 
forest products, environmental services and social forestry; 

- The development of forest product industries and marketing; 
- The protection, prevention and mitigation of forest fire; 
- The management of national parks and other conservation areas; 
- The deregulation of laws and regulations on forestry to support accelerated 

development of crop forests; 
- The coordination of illegal logging handling; 
- The accelerated formation of KPH; 
- The prioritization of timber supply for industries having high additional value. 

03. Improvement of 
Economic 
Diversification and 
Rural Infrastructures 

- Facilitate the development of rural economy diversification, rural financial 
institutions, and the dissemination of effective technology for rural areas; 

- Develop the infrastructure and facilities of agripolitan areas; 
- Develop infrastructure in central growth villages and the development of facilities 

and infrastructure supporting P2KPDT, and the development of rural infrastructure 
based on the PKPS BBM pattern; 

- Empower rural community institutions and organizations, improvement of capacity 
of rural development facilitators, dissemination of information for rural 
communities, and stabilization of rural government institutions in managing 
development;  

- Provide business capital scheme with the interest system, revolving fund profit 
sharing system, lump sum system, and the guarantee of local opinion leaders as a 
substitute collateral;         

- Provide SME credit security scheme, especially investment credit in the 
agribusiness and industrial sectors; 

- Install 27,515 new telephone lines in 10,100 villages and develop 100 units of 
community access point; 

- Develop central and regional government cooperation pattern in developing rural 
electricity. 

04. Development of 
Natural Resources for 
Renewable Energy 

- Stipulate a master plan for the utilization of biodiesel and biofuel as sources of 
renewable energy, the stipulation of the price of biodiesel and biofuel according to 
the economic value, the provision of facilities to business entities that develop the 
processing of biodiesel and biofuel and the distribution network; 

- Improve regulations and prepare legal instruments and incentives for innovations in 
the utilization of biodiesel and biofuel as sources of renewable energy; 

- Supply biodiesel and biofuel raw materials and strategic reserve by providing 
supports for the preparation of agricultural land, development of a procedure for the 
utilization and storage of biodiesel and biofuel as renewable energy, support for the 
development of coconut palm oil/castor oil processing plants for biodiesel and 
ethanol processing plants for gasohol (biofuel) at small and medium production 
scale (pilot scale), and the improvement of research in discovery renewable energy 
sources (biodiesel and biofuel) and the processing application technology 

Source:  Presidential Regulation No. 19 / 2006 regarding Government Work Plan for 2007 ratified on May 15th 2006.   
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How to read this table: 
1. Left columns indicate many types of marketing activities, and classified into three (3) categories; <1> 

Activities for finding Customers' Requirement, <2> Activities for Creation and Development of 
Customers (Sales Promotion), and <3> Activities for these two (2) objectives.  

2. Middle columns show actual examples of activities (Only name of Kabupaten and Kechamatan and 
commodities indicated), which have been observed in the Study (interview survey). 

3. Right columns are divided to four (4) types of Business Unit.  Marketing actvity applicable to each 
Business Unit is marked with the symbol "O" in the corresponding column. 

4. Actual examples of activities are described in detail for each Kabupaten in Appendix C.        
 
Business Unit Type A: Local Production (Processing) and Local Marketing   
Business Unit Type B: Partnership between Kelompok Tani and Local Processing Industry  
Business Unit Type C: Partnership between Kelompok Tani and Private Sector (Marketing) 
Business Unit Type D: Business Expansion for Wide Areas 
 

Applicable Type of 
Business Unit Marketing Activities to be Conducted 

Actual Examples of Activities observed 
in the Basic Research Survey 

A B C D

1. Activities for finding Customers' Requirement      

1-1 Market Research (for demand & supply, price, 
market needs, etc.) 

 
    

1-1-1 Small-scale Inquiry Survey (targeting relatives, 
neighbors, Desa & Kecamaten consumers, 
acquaintance, private friends, business friends; 
by means of phone/ visit/ mail)    

Kec. Geban, Kab. Cirebon (Duck Fresh 
Eggs), Kota Cirebon (Salted Eggs), Kec. 
Cigandamekan, Kab. Kuningan (Sweet 
Potato)  

○    

1-1-2 Medium-scale Inquiry Survey (targeting 
different categories of consumers within and 
outside the kabupaten, for wide area) 

 
  ○ ○

1-1-3 Large-scale Inquiry Survey (outsourcing 
(market research company), targeting different 
categories of consumers for wide areas) 

 
  ○ ○

1-1-4 Buying behavior survey at pasar, supermarkets, 
etc. 

 
○  ○ ○

1-2 Establish own antenna shops (fixed or mobile 
type) at appropriate points  

 
  ○ ○

1-3 Participation in local events (display, sample 
tasting, etc.) 

Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto (Salted 
Eggs) / Kec. Pacet, Kab. Mojokerto 
(Sweet Potato) 

○  ○ ○

1-4 Production areas survey for hinting of product 
development 

Kab. Serawang (Processed Rice) /  
Kec. Banyakan, Kab. Kediri (Processed 
Mango)  

○  ○ ○

1-5 Collect relevant information from newspapers, 
magazines, internet 

 
○ ○ ○ ○

1-6 Group meetings (to be held periodically and as 
required, for market information and 
improvement/ development of product) 

 
○ ○ ○ ○
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Applicable Type of 
Business Unit Marketing Activities to be Conducted 

Actual Examples of Activities observed 
in the Basic Research Survey 

A B C D

2. Activities for Creation and Development of 
Customers  

 
    

2-1 Search for buyers or business partners through 
various channels (visit target areas, 
acquaintance, friends, exhibitions, business 
partners, trade organizations, local government 
organizations like DINAS, etc.) 

Kec.kapetakan, Kab.Cirebon (Salted 
Eggs) / Kec. Losari, Kab. Cirebon (DOD) 
/ Kab. Indramayu (Salted Eggs) / Kec. 
Cigandamekan, Kab. Kuningan (Sweet 
Potato) / Kec. Mojosari, Kab. 
Majalengka (DOD) / Kec. Bangsal, Kab. 
Majalengka (Duck Fresh Eggs) / Kec. 
Banyakan, Kab. Kediri (Mango) / Kec. 
Banyakan, Kab. Kediri (Mango 
Processing) / Kec. Tarokan, Kab. Kediri 
(Mango)  

 ○ ○ ○

2-2 Sales promotion by bringing sample product in 
retailers  

Kota Cirebon (Salted Eggs) 
○  ○ ○

2-3 Sales campaign in various way (product 
exhibition, bargain sale, privilege giving sale, 
etc.) 

 
○  ○ ○

2-4 Mouth-to-mouth advertisement through 
relatives, neighbors, acquaintance, private 
friends, business friends, individual consumers, 
etc. 

Kec.Cilimus, Kab. Kuningan (Processed 
Sweet Potato) / Kec. Banyakan, Kab. 
Kediri (Mango) 

○  ○  

2-5 Commitment basis marketing (Sell raw materials 
and buy its processed product)  

Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto (Duck) / 
Kec. Pungging, Kab. Mojokerto (Duck) 

   ○

2-6 Establish the website for PR to broad marketing 
target  

 
  ○ ○

2-7 Advertisement on radio/ TV  ○  ○  

2-8 Advertisement on newspapers/ magazines/ 
internet 

 
  ○  

2-9 Salespersons qualification & incentive system 
for raising their motivation 

 
○  ○ ○

2-10 Group meetings (to be held periodically and as 
required, for narrowing down target areas and 
customers and approach to create and develop 
customers) 

 

○ ○ ○ ○

3. Activities for both I and II      

3-1 Establish Kelompok Tani's own shops with 
attractive design at marketplaces such as pasar 

 
○  ○ ○

3-2 Door-to-door sales in desa/ kecamaten level Kec. Cigasong, Kab. Majalengka 
(Processed Sweet Potato) 

○    

3-3 Create and increase solid customers (retailers/ 
individual consumers) 

 
    

3-3-1 Establish solid customers' network for 
exchange of market  information 

 
○  ○ ○

3-3-2 Order-taking activities ("goyokiki") for solid 
customers 

Kec. Cigasong, Kab. Majalengka 
(Processed Sweet Potato) 

○  ○ ○

3-4 Test-marketing at supermarkets, etc. (by 
consignment & space rental, etc.) 

Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto (Salted 
Eggs) 

○  ○ ○

3-5 Participate in relevant training programs and put 
it in practice 

Kab. Kediri (Mango Processing) 
○ ○ ○ ○
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Table 5.1.2   Classification of Business Model in Processing and Marketing 
Kabupaten: Commodity Features and Improvement Direction Business Model 
Kab. Cirebon: Duck 
1. Sigranala Indah - Duck activities declined due to hike of input price, and 

remained by limited members. 
- Reviving duck business after strengthening of group discipline 

Model for expansion of 
business scale and 
strengthen of duck 
industry 

2. Bebek Jaya  
3. Tigan Mekar 

- Strengthening of existing triangle system through increased 
supply of fertile eggs and DOD to support duck industry  

- Introduction of new technologies (semi-automatic hatchery, 
etc.) available domestically to improve technical level for DOD 
production 

Model for expansion of 
business scale and 
renewal of technologies 
in duck Business 

Kab. Majalengka: Sweet Potatoes 
4. Mitra Binagkit 
5. Delima II 

- Higher group discipline through group formation under P4K 
program (Delima II) 

- Increase of products and improvement of marketing activities 
through applying locally available technology for food 
processing (Local Processing and Local Marketing) 

Model for cottage level 
food processing and 
marketing of sweet 
potatoes (unique 
products) 

Kab. Kuningan: Sweet Potatoes 
6. Andayarasa - Well formalized, mainly focusing on sweet potato production  

- Sweet potato flour mill located nearby and ready to procure 
sweet potato dried chip as raw material 

Model for primary 
processing and marketing 
of sweet potatoes 

7. Bina Karya 
8. Lingga Sari II 

- Limited activities as Kelopmpok Tani and require group 
dicipline 

- Unique products (Bina Karya: sauce, Lingga Sari II: ice cream) 
by cottage level food processing  

- Improvement of products and marketing using locally available 
technology for food processing after strengthening of group 
discipline (Local Processing and Local Marketing) 

Model for cottage level 
food processing and 
marketing of sweet 
potatoes (traditional 
products with group 
strengthening) 

Kab. Kediri: Mango 
9. Makmur Jaya 
10. Budi Daya 

- Well formalized, better group discipline through group 
formation under P4K program  

- Technical and marketing support required for mango 
processing 

- Challenge for new fruits processing technologies available in 
local institutions 

Model for fruit 
processing and marketing 
with 3rd Parties 

Kab. Mojokerto: Duck   
11. Karya Tani - Increase and stabilization of supply of young duck meat and 

salty eggs, to form   
- Higher group discipline and no support from public so far.   

Model for expansion of 
business scale and 
strengthen of duck 
industry 

12. Tani Mulyo - Low sustainability of existing duck business and low support 
from the community  

- Reviving duck business after obtaining proper support from the 
community 

Model for revival and 
new comer in the duck 
business after group 
strengthening 

13. Lestari Sejahtera - Duck business and group discipline developed through past 
public support, and high level of business 

- Increase of supply of DOD and pullet for support other duck 
farmers 

- Introduction of new technologies (semi-automatic hatchery, 
etc.) available domestically to improve technical level for DOD 
production 

Trial of new hatchery 
technology (expected 
involvement for 
establishment of duck 
triangle system) 
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Kabupaten: Commodity   Features Improvement Direction Business Model 
Kab. Cirebon: Duck 
1. Sigranala Indah - Financial access by the leader 

to commercial bank (BRI 
Unit) 

- Strong leadership but low 
self-reliance of members 

- No savings & loans activities 
 

- Empowering members 
through group savings and 
loan 

- MFI shall be established 
outside the group but in the 
community 

Model to establish 
community-based 
MFI 

2. Bebek Jaya  
3. Tigan Mekar 

- Credit cooperative and credit 
unit in multi-purpose 
cooperative available.   

- High group discipline, 
savings & loans or arisan by 
some members 

- Financial access by some 
members to commercial bank 
(BPR, BRI unit) 

 

- Strengthening cooperatives 
to be more efficient and 
effective in finance and 
agribusiness support 
services. 

Model to strengthen 
existing 
cooperatives 

Kab. Majalengka: Sweet Potatoes 
4. Mitra Binagkit 2 

(majority is female) 
- Savings & loans, but 

experience of non-performing 
loan under P4K program 

- Dominating by a leader and 
passive attitude of members 

- Empowering group 
members through activating 
savings and loan activity 

- MFI shall be established 
outside the group but in the 
community 

Model to establish 
community-based 
MFI 

5. Delima 2 
(majority is female) 

- Higher group discipline 
through P4K program  

- Savings & loan in progress 
under P4K 

- Low physical access to banks
 

- MFI shall be developed 
from the KT. 

Model to establish 
own MFI 

Kab. Kuningan: Sweet Potatoes 
6. Andayarasa - Savings & loans in progress, 

well organized group and 
high group discipline 

- Savings account for the group 
is opened under the leader’s 
name, and loan from KUD in 
yarnen 

- Weak bargaining power to 
traders (yarnen) 

 

- Grow KT to MFI with 
traders and other community 
members, which may have 
agribusiness supporting 
services 

Model to establish 
own MFI 
(involving traders, 
middlemen and 
collectors) 

7. Bina Karya - Financial access by the leader 
to the commercial bank (Bank 
Jabar and BRI Unit)  

- Members working as 
employees 

- No savings & loan 

- Improve profitability of KT 
and formalize it by company 
registration 

Register as business 
entity, which will 
enable them to have 
access to a financial 
institution  

8. Lingga Sari 2 - Limited activities as 
Kelopmpok Tani and low 
group discipline 

- Low level in savings & loans 

- Empower members through 
activating savings and loan 
activity 

- MFI shall be established 
outside the group but in the 
community 

Model to establish 
community-based 
MFI 
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Kabupaten: Commodity   Features Improvement Direction Business Model 
Kab. Kediri: Mango 
9. Makmur Jaya 

(some females) 
- Savings & loan in progress by 

a part of the members who are 
under P4K program 

- Financial access by the leader 
to the credit cooperative, 
individual loans from BRI 
Unit & BPR by members 

- Low physical accessibility to 
banks 

- Grow KT to MFI with 
traders and other community 
members, which may have 
agribusiness supporting 
services 

Model to establish 
own MFI 

10. Budi Daya 
(some females) 

- Savings & loans in progress a 
part of the members who are 
under P4K program 

- Savings & loan sub-group 
was registered as a 
cooperative, but not active 

- Low physical accessibility to 
banks 

- Re-activate the cooperative 
and develop it into MFI, 
which may also have 
agribusiness support 
services 

Model to establish 
own MFI 
(reactivating a 
cooperative) 

Kab. Mojokerto: Duck   
11. Karya Tani - Financial access by the leader 

to the commercial bank 
(re-lending to members) 

- Strong leadership and higher 
group discipline 

- No experience in savings & 
loans 

- Leader act as a producer and 
trader 

- Grow KT to MFI with 
traders and other community 
members, which may have 
agribusiness supporting 
services 

Model to establish 
own MFI 

12. Tani Mulyo 
(majority is female) 

- Progress in savings & loan 
and arisan  

- Bank accounts BRI Unit and 
BNI by leader and treasurer 

- Financial bondage by feed 
traders 

- Grow KT to MFI with 
traders and other community 
members, which may have 
agribusiness supporting 
services 

Model to establish 
own MFI 

13. Lestari Sejahtera 
(majority is female) 

- Good performance in 
financial access (access to 
BRI Unit and BNI by some 
members), and P4K 
experience 

- Savings & loan in progress 

- Formalize KT as a 
cooperative with traders, 
which will have both 
financial and agribusiness 
services 

Model to establish 
own MFI 
(multipurpose 
cooperative) 
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Table 5.5.1   List of Major Operation and Effect Indicators for Model Projects

Operation Indicators

No. Indicator Definition Objective Source of Data Monitoring
frequency

Organizational Indicators

O-1 Number of Kelompok
Tani members

The number of farmers benefited by the
project and who join to (i) a Kelompok Tani
and (ii) processing activities

To know status of
Kelompok Tani activity and
farmers' perception
including women's

Baseline survey and
data from DINAS Every year

O-2 Number of Training
Program

The number of training program organized
for Kelompok Tani

To confirm the activities of
supporting agent (DINAS /
Extension Workers NGOs /
University)

Baseline survey and
data from DINAS Every year

O-3 Participation Rate in
Training Program

The number of Kelompok Tani member
who participate in the training program

To know status of
Kelompok Tani activity and
farmers' perception

Baseline survey and
data from DINAS Every year

O-4
Sufficiency Rate of
Government's Annual
Budget for the Project

The ratio of fund required from the
Government institutions to total cost
required for the implementation of the

To know the degree of cost
sufficiency and ensure
propoer management of the

Baseline survey and
data from DINAS Every year

Technical Indicators

T-1 Cropping Intensity of
Sample Commodities

The ratio of actual sample commodity,
particularly sweet potato cropped area to
entire farm owned by Kelompok Tani

To confirm change of
cropping pattern based on
project implementaion

Baseline survey and
data from DINAS

Every cropping
season

T-2 Number of Processing
Equipment

The number of increase in processing
equipment introduced to Kelompok Tani
and operated by them

To confirm change of
Kelompok Tani activities
particularly how dgrees
Kelompok Tani are involved
in processing

Baseline survey and
data from DINAS Every year

Social and Environemntal Indicator

SE-1 Gender Issue

Gender impact from proposed activities
such as (i) changes in the ratio of men and
women member of Kelompok Tani, (ii)
changes in the ratio of men and women
member in the board of director of
Kelompok Tani, and (iii) changes in

To confirm the gender
impact from proposed projec

Baseline survey and
data from DINAS Every year

SE-2 Environmental Issue

The number and the ratio of farmers who
aware the importance of environment-
related impact such as (i) soil erosion, (ii)
treatment of waste from processing such as
water quality (organic / nucrobial pollution,
rubbish and trash, nutrient enrichment and
electric conductivity and pH etc )

To confirm the
environmental impact from
processing activities

Baseline survey and
data from DINAS Every year

Effect Indicators

No. Indicator Definition Objective Source of Data Monitoring
frequency

1 Sample Commodity
Yield

The volume of sample commodities (duck,
sweet potato or mango) produced by season

To assess the degree of
production increase by
project implementation

Baseline survey and
data from DINAS

Every cropping
season

2 Ratio of Incubation
(Duck)

The ratio of successful incubation to all
eggs in hatchery

To confirm technical
improvement of Duck
Kelompok Tani

Baseline survey and
data from DINAS Every year

2 Sample Commodity
Quality

The ratio of better quality of sample
commodities to total production

To evaluate quality
improvement of sample
commodities

Baseline survey and
data from DINAS

Every cropping
season

3 Sample Commodity
Processing Quantity

The volume of sample commodities (duck,
sweet potato or mango) processed product
by season

To assess the degree of
processing increase by
project implementation

Baseline survey and
data from DINAS Every year

4 Product Quality sold
through the Group

The volume and the ratio of harvested
and/or processed product sold through the
group as a group collective activity, not
through middlemen

To assess how project
enhance capability of the
group in marketing

Baseline survey and
data from DINAS Every year

5 Annual Net Income of
Farmer

Annual income of the farmer earned by the
farming and processing activity

To evaluate degree of
contribution to alleviating
poverty by implementation
of the project

Baseline survey and
data from DINAS Every year

6 Working Condition
Improvement

Reduction in the amount of time by men and
women of Kelompok Tani to earn certain
amount of income

To evaluate how project
improve working condition
of farmers by assessing the
time to earn certain degree
of income

Baseline survey and
data from DINAS Every year

7 Profit Sharing Among
the Group

How distribution of costs and benefits
among the members and between men and
women is made in tranparent manner

To evaluate how project
improve transparency among
the group

Baseline survey and
data from DINAS Every year
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Table 6.2.1  Points to be Considered for Implementation under SKR-CF (1/2) 
 

Pattern Points to consider 

Business Pattern A: 
Enlargement and 
improvement of the 
performance of 
existing business 
(duck business and 
cottage level food 
processing) 

The objective of these projects is to improve farmers’ income through 
agricultural processing and marketing by capacity development of 
organization, technology and marketing of their existing economic activities. 
For this purpose, most appropriate BDS should be selected. NGO (Pinbok) 
type BDS will be suitable for the enlargement and strengthening of existing 
business and University/ Research Institute type BDS such as IPB and 
BALTNAK will be suitable for the projects covering application of new 
technologies. 

Business Pattern B: 
Creation of new 
business (primary 
processing of sweet 
potato and mango 
juice processing) 

1. Primary processing of Sweet Potato (KT Andayarasa) 

· First of all, the sales contract for dried sweet potato chips for flour should be 
concluded. At this stage, PT Global Agro-Inti in Kuningan is a candidate of 
dried chips but other candidates such as Bogasari should be included as a 
purchaser.  It will be best for KT to secure plural numbers of customer for 
such special product.  

· IPB will be most suitable BDS for this project as IPB has technology of solar 
dryer for sweet potato chip drying. IPB once be selected as BDS should fix 
up supporting team comprising drying technology, product management, 
empowering the organization and LKM facilitation. 

· Proposed equipment is not available in a market. Detailed confirmation on 
the specification is required between KT and BDS.  

· Procurement of equipment and construction of working area should be 
carried out by KT with assistance by BDS. The purchasing procedure should 
follow the regulation set force by Deptan/ Dinas Provice. 

2. Mango processing and marketing of juice/ jelly (KT Budidaya) 

· For the success of this Mango processing business, securement of the market 
is the most important issue. For this purpose, BDS should be capable enough 
to cover such all required aspects.     

· Brawijaya University or BPTP Malang will be most suitable BDS for this 
project as they have technology of mango processing as well as experience 
of supports to farmers groups. BDS should fix up supporting team 
comprising marketing, processing technology, product management, 
empowering the organization and LKM facilitation. 

· Procurement of equipment and construction of working area should be 
carried out by KT with assistance by BDS. The purchasing procedure should 
follow the regulation set force by Deptan/ Dinas Provice. 

· As the harvesting period of mango is limited for max. 3 months/ year, other 
fruit processing such as pineapple should be promoted by BDS for the 
maximization of farmers’ income generation and utilization of equipment.  
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Table 6.2.1  Points to be Considered for Implementation under SKR-CF (2/2) 

 

Pattern Points to consider 

Business Pattern C: 
Newcomer to the 
existing business 
(dried mango chips 
processing 

· This mango dry chip project is supposed to tie-up with REI project. Therefore entering 
into MOU between KT and REI with thorough supports to KT by BDS before starting 
this project is essential. It is better for KT to have own market in East-java province 
hence REI takes responsibility for the marketing in other area in Indonesia including 
Jakarta and Bali as well as export market. 

· Brawijaya University or BPTP Malang will be most suitable BDS for this project as they 
have technology of dried mango chip processing as well as experience of supports to 
KT. BDS should fix up supporting team comprising marketing, processing technology, 
product management, empowering the organization and LKM facilitation. 

· Procurement of equipment and construction of working area should be carried out by 
KT with assistance by BDS. The purchasing procedure should follow the regulation set 
force by Deptan/ Dinas Provice. 

· As the harvesting period of mango is limited for max. 3 months/ year, other fruit 
processing such as pineapple should be promoted by BDS for the maximization of 
farmers’ income generation and utilization of equipment.  
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Very Poor (20%) Poor (45%) Fair (27%) Rich (8%)

Very Poor (28%) Poor (25%) Fair (38%) Rich (9%)

Very Poor (12%) Poor (28%) Fair (45%) Rich (15%)

3% Poor (25%) Fair (60%) Rich (12%)

Very Poor (11%) Poor (31%) Fair (43%) Rich (15%)

Sriganala Indh

Bebek Jaya

Tigan Mekar

Andayarasa

Bina Karya

Lingagasari 2 Very Poor (18%) Poor (14%) Fair (58%) Rich (10%)

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Very Poor
Rp.100,000 - Rp.190,000

Labor
No land

Old 2nd-hand bicycle
No TV

2 ducks, 3 chikens
Primary not completed / primary

Food not sufficient
Money lender/middlemen/pown shop

Class
Monthly Income
Income Source

Land
Transport
TV, radio
Livestock

Education-adult/child
Food

Finance

Poor
Rp.200,000 - Rp.590,000

Rent farmer
No land

2nd-hand or new bicycle
Black & Whilte TV

50 ducks, 10 chikens
Primary / junior high
Food not sufficient

Pawnshop/money lender

Fair
Rp.600,000 - Rp.790,000

Land own farmer
0.5 - 1 ha

motor bicycle (credit)
Color TV

600 ducks, 60 chikens
Junior high / junior high

Enough
Group savings, BRI Unit, BPR

Rich
Rp.800,000 & more

Land owner
2 ha

Motor bicycle/car/truck
Color TV, video, VCD

1200 ducks, 60 chikens, 20 goats
Senior high / junior highh

More than enough
Group savings, BRI Unit, BPR

Very Poor
Rp.100,000 - Rp.140,000

Labor
No land

Old 2nd-hand bicycle
Radio

No livestock
Primary / -

Very insufficient
Saving Rp.10,000 per month

Poor
Rp.150,000 - Rp.250,000

Farm Labor
No land
Bicycle

Black & Whilte TV
10 chikens

Primary / primary
Insufficient

Arisan Rp.50,000 per month

Fair
Rp.300,000 - Rp.850,000

Duck farmer/farmer
0.5 ha

motor bicycle
Color TV, Video
200 - 600 ducks

Senior high / junior high
Sufficien

Cooperatives

Rich
Rp.900,000 & more

Land owner
5 ha

Car, truck
Color TV, video, VCD

More than 1,000 ducks, 50 goats
University / senior highh

Very sufficient
BRI Cirebon Utara, BPR

Class
Monthly Income
Income Source

Land
Transport
TV, radio
Livestock

Education-adult/child
Food

Finance

Very Poor
Rp.60,000 - Rp.300,000

Casual labor (irregular work)
No land

Old bicycle
No TV

0 - 5 chikens
Primary not completed / primary

Very insufficient
Money lender

Poor
Rp.450,000 - Rp.700,000

Casual labor (irregular work)
No land
Bicycle
No TV

5 - 10 chikens
Primary / primary

Insufficient
Money lender

Fair
Rp.750,000 - Rp.1,000,000
Duck farming, duck sales

0.5 ha, 2ha (rent)
Motor bicycle + bicycle

TV, Radio, Video
100 ducks, 30 - 50 chikens

Junior - senior high / elementary
Enough

Bank, cooperative, group saving

Rich
Rp.1,500,000 & more

Duck entrepreneur, duck trader
3 - 5 ha

Car, truck
TV, radio, video, refrigerator

700 ducks, 50 chikens, 50 goats
Junior-senior, university / primary

More than enough
Bank, cooperative, group saving

Class
Monthly Income
Income Source

Land
Transport
TV, radio
Livestock

Education-adult/child
Food

Finance

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Very Poor
Rp.150,000 - Rp.300,000

Casual labor (irregular work)
No land

No transport means
No TV

No livestock
Primary / primary
Very insufficient
Money lender

Poor
Rp.350,000 - Rp.850,000

Farm labor
No land

Old bicycle
Radio, black & white TV

5 chikens
Primary / primary

Insufficient
Money lender, pawnshop

Fair
Rp.900,000 - Rp.1,900,000

Farmer
0.3 ha

Motor bicycle
Color TV, radio

5 goats, 10 chikens
Junior high / elementary

Enough
BRI Unit, group saving, BPR

Rich
Rp.2,000,000 & more

Land owner, entrepreneur
1 ha

Car, truck
TV, parabola, radio, video, internet

10 cattle, 5 chikens, 5 goats
University / kinder garden

More than enough
Bank

Class
Monthly Income
Income Source

Land
Transport
TV, radio
Livestock

Education-adult/child
Food

Finance

Very Poor
Rp.100,000 - Rp.150,000

Casual labor (irregular work)
No land

No transport means
No TV

No livestock
No education / primary

Very insufficient
Small shp

Poor
Rp.180,000 - Rp.250,000

Farm labor, trader
No land

No transport means
Radio 2 band

4 chikens
Primary not complete / primary

Insufficient
Money lenders

Fair
Rp.300,000 - Rp.1,000,000

Farmer, trader, small shops, labor
0.03 - 0.07 ha
Motor bicycle

Color TV
Goats / cattle

Junior - senior high / Junior - senior
high

Sufficient
BRI & th b k

Rich
Rp.1,000,000 & more

Entrepreneur
1 ha
Car

TV, parabola
2 buffaloes, 10 goats

PT / university
Very Sufficient

BRI Branch

Class
Monthly Income
Income Source

Land
Transport
TV, radio
Livestock

Education-adult/child
Food

Finance

Very Poor
Rp.100,000 -

Casual labor (irregular work)
No land

No transport means
No TV

No livestock
Primary drop out / primary drop out

Very insufficient
No access

Poor
Rp.150,000 -
Farm labor

No land
No transport means

Radio
3 chikens

Primary / primary
Insufficient
No access

Fair
Rp.300,000 -
Tenant farmer

0.14 ha
Motor bicycle

Color TV
5 goats

Junior high / Junior high
Enough

Group savings

Rich
Rp.2,000,000 & more
Owner farmer, trader

0.28 ha
Motor cycle
TV, video

2 buffaloes
University / university

More than enough
BRI Cilimus

Class
Monthly Income
Income Source

Land
Transport
TV, radio
Livestock

Education-adult/child
Food

Finance

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Kab. Cirebon

Kab. Kuningan

Figure 4.1.1 Result of Poverty Ranking at Farmers Communities (1/2)
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Mitra Binankit

Delim 2

Very Poor (11%) Poor (31%) Fair (43%) Rich (15%)

9% Poor (18%) Fair (65%) Rich (8%)

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Lestari Sejahtera

Tani Mulyo

Karya Tani

4% Poor (36%) Fair (50%) Rich (10%)

6% Poor (29%) Fair (57%) Rich (8%)

Very Poor (14%) Poor (31%) Fair (52%) 3%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Budidaya

Makmur Jaya

Very Poor (38%) Poor (45%) Fair (14%) 3%

Very Poor (26%) Poor (51%) Fair (20%) 3%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Very Poor
Rp.100,000 - Rp.150,000

Casual labor (seasonal work)
No land

No transport means
No TV

No livestock
no education / primary drop out

Very insufficient
Small shop

Poor
Rp.180,000 - Rp.250,000

Farm labor
No land

No transport means
Radio 2 band

4 chikens
Primary drop out / primary

Insufficient
Money lenders

Fair
Rp.300,000 - Rp.450,000
Sales, small shop, labor

No land
No transport means

Color TV
5 goats

Junior high / Junior high
Enough

Group savings

Rich
Rp.500,000 & more

Trader
1 ha
Car

TV, parabola
2 buffaloes, 10 goats
University / university

More than enough
BRI Majalengka Branch

Class
Monthly Income
Income Source

Land
Transport
TV, radio
Livestock

Education-adult/child
Food

Finance

Very Poor
Rp.100,000 - Rp.150,000

Casual labor (seasonal work)
No land

No transport means
No TV

No livestock
Primary / primary
Very insufficient

No access

Poor
Rp.180,000 - Rp.250,000

Farm labor
No land

No transport means
No TV

No livestock
Junior high / primary

Insufficient
No access

Fair
Rp.300,000 - Rp.450,000

Farmer, tailor
0.2 ha - 0.5 ha

No transport means
Color TV

20 chiken, 5 goats
Primary / University

Enough
BRI Unit, small shop

Rich
Rp.500,000 & more
Trader, merchant

1 ha - 2 ha
Car

TV, video
5 - 10 cattles

University / Kinder garden
More than enough

BRI Majalengka Branch

Class
Monthly Income
Income Source

Land
Transport
TV, radio
Livestock

Education-adult/child
Food

Finance

Very Poor
Rp.100,000 - Rp.200,000

Farm labor
0 - 0.001 ha
Old bicycle

Radio 1 band
2 chiken

Primary / primary
Very insufficient

No access

Poor
Rp.200,000 - Rp.500,000

Farm labor
0.004 - 0.017 ha

Old bicycle - motor cycle
Radio

3 - 10 chicken
Primary / primary

Insufficient
No access - money lender

Fair
Rp.500,000 - Rp.2,000,000

Duck farmer/seller/collector/hatcher
0.024 ha - 1 ha

Motor cycle - car
TV, radio, VCD, refrigerator
100 - 500 ducks, 1000 DOD
Junior - senior high / primary

Enough
Group savings, bank

Rich
Rp.2,000,000 - Rp.6,000,000

Duck farmer/hatcher, shop owner
0.08 ha - 0.27 ha
Bicycle - 3 cars

Complete electric equipment, computer
100 - 1000 ducks, 100 chicken

Senior high - university
More than enough

Group savings, bank

Class
Monthly Income
Income Source

Land
Transport
TV, radio
Livestock

Education-adult/child
Food

Finance

Very Poor
Rp.80,000 - Rp.100,000

Casual labor
0 - 0.01 ha
Old bicycle

Radio 2 band
2 chiken

Primary / primary
Very insufficient

No access

Poor
Rp.100,000 - Rp.300,000

Seasonal farm labor
0.004 - 0.017 ha

Old bicycle
Radio

5 - 10 chicken
Primary / primary - junior high

Insufficient
Group saving, bank, money lender

Fair
Rp.300,000 - Rp.1,400,000
Farmer, government official

0.024 ha - 2 ha
Motor cycle, old bicycle

TV, radio
20 - 100 chicken, 20 - 400 duck

Primary - university
Enough

BRI, group savaing, trader, pawnshop

Rich
Rp.1,500,000 and more
Farmer, entrepreneur

0.08 ha - 3 ha
Motor cycle, car, bicycle

TV, VCD, radio, computer
50 - 300 chicken

Primary, senior high - university
More than enough

Bank, trader

Class
Monthly Income
Income Source

Land
Transport
TV, radio
Livestock

Education-adult/child
Food

Finance

Very Poor
Rp.75,000 - Rp.100,000

Casual labor, beca
0.003 - 0.01 ha

Old bicycle
Non - radio

5 - 10 chiken
Primary drop out / primary - junior high

Very insufficient
No access

Poor
Rp.100,000 - Rp.150,000
Seasonal farm labor, beca

0.004 - 0.03 ha
Bicycle, old motor cycle

Radio, 2nd-hand TV
10 - 20 chicken, 1 goat

Primary / primary - junior high
Insufficient

Group saving, bank, money lender

Fair
Rp.150,000 - Rp.350,000
Farmer, business person

0.04 ha - 0.08 ha
Motor cycle, tactor

TV, video, radio
20 chicken, 300 duck

Junior high /  junior - senior high
Enough

BRI, group savaing, trader, pawnshop

Rich
Rp.350,000 and more

Entrepreneur
1 ha - 3 ha

Car, motor cycle, truck
Complete electric equipment

-
Senior high - university

More than enough
Bank, trader

Class
Monthly Income
Income Source

Land
Transport
TV, radio
Livestock

Education-adult/child
Food

Finance

Very Poor
Rp.90,000 - Rp.100,000

Casual labor, beca
No land

Non
Non
Non

Primary drop out / primary
Very insufficient (cassava)

No access

Poor
Rp.110,000 - Rp.250,000

Farm labor, farmer
0.25 ha

Old bicycle
Black & white TV

3 - 5 chicken
Primary / primary - junior high

Insufficient (cassava)
Group saving

Fair
Rp.250,000 - Rp.500,000

Trader, farmer
0.25 ha

Motor cycle
Color TV, radio
2 cattle, 4 goat

Junior high /  junior high
Enough

BPR

Rich
Rp.500,000 and more

Entrepreneur
1 ha - 2 ha

Motor cycle, truck, tractor
Complete electric equipment

2 - 3 cattle, 10 buffaloes
Primary - senior high / university

More than enough
BNI, BRI

Class
Monthly Income
Income Source

Land
Transport
TV, radio
Livestock

Education-adult/child
Food

Finance

Very Poor
Rp.60,000 - Rp.100,000

Casual labor, beca
0 - 0.01 ha
Old bicycle

Non
1 - 6 chiken
- / primary

Very insufficient
No access

Poor
Rp.100,000 - Rp.125,000

Farm labor, farmer
0.01 - 0.25 ha

Old bicycle
Radio 2 band

1 - 3 goat
Primary / primary - junior high

Insufficient
No access - trader

Fair
Rp.125,000 - Rp.400,000

Farmer
0.25 ha - 1 ha
Motor cycle

Color TV, tape, radio, VCD
1-2 cattle, 1-5 goat, 1-15 chicken

Primary-junior high /  junior-senior high
Enough

BRI, BPR, group savaing

Rich
Rp.400,000 and more

Farmer, trader, government officer
0.5 ha - 3 ha

Car, truck
Complete electric equipment

1-25 chicken, 1-10 cattle, 1-15 goat
Junior-senior high / senior-university

More than enough
BRI, BCA, Bank Mandiri

Class
Monthly Income
Income Source

Land
Transport
TV, radio
Livestock

Education-adult/child
Food

Finance

Kab. Majalengka

Kab. Mojokerto

Kab. Kediri

Figure 4.1.1 Result of Poverty Ranking at Farmers Communities (2/2)
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